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Indonesia sebagai wilayah yang memiliki beragam etnis, budaya
dan agama dalam kenyataan memiliki beragam pengetahuf'm lokal
yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Acet} sebag.ju sebuah
entitas yang unik dengan sejarah yang panjang, tidak du'aguka.n
lagi memiliki berbagai kearifan lokal dalam berbagai sektor, baik
sektor politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya.

Salah satu sektor yang bertahan dalam berbagai kondisi sosial
politik yang dihadapi oleh masyarakat Aceh sampai saat ini adalah
bagaimana kemampuan lembaga adat dan tokoh masyarakat
dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dalam
masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Aceh
memiliki karakter yang kuat dalam mempertahankan martabat dan
harkat yang melekat pada diri mereka. Keadaan ini menyebabkan
sering terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Namun
patut disyukuri, Aceh memiliki nilaj dan sistem penyelesaian
sengketa yang terstruktur secara baik melalui lembaga adat yang
terus ditransfer dari generasi ke generasi sampai sekarang ini.
Sistem nilai penyelesaian sengketa tersebut terbukti efektif dalam
menyelesaikan sengketa, bahkan dapat mewujudkan keharmonisan
dalam masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, persaudaraan,
silaturahmi, dan yang terpenting juga dapat menghilangkan
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bahan ajar dalam rangka memahami peradilan

digunakan sebagai
adat di Aceh. o
Akhirnya, saya selaku Ketua MAA, mengapresiasi lahirnya
puku dan kajian berbasis penelitian yang dilakukan oleh PKPM,
sebagai terobosan baru menghadirkan peradilan adat dalam bentuk
bacaan dan referensi ilmiah, yang dapat dilihat dan dijadikan
pedoman oleh masyarakat, intelektual sekaligus peneliti berikutnya.
Harapan MAA, kajian ini dapat terus dikembangkan seiring
nyesuaian dengan perkembangan zaman. Ke depan, peradilan
adat benar-benar mendapat pengakuan luas oleh beragam pihak
secara tekstual dan kontekstual berbasis kajian empiris, dalam
endokume:
penuh oleh Aus
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perceraian ini salah satu terjawab, ketika Pusat Kajian Pendidikan
dan Masyarakat (PKPM) menelusuri tinggi kasus perceraian di
Aceh, di mana 2014 mencapai 7.196. Angka tersebut meningkat
sebanyak 811 kasus dibanding 2013 sebanyak 6.385 kasus. Menurut
hasil penelitian yang dilakukan oleh PKPM salah satu faktor yang
menyebabkan tinggi kasus-kasus rumah tangga yang masuk ke
oleh aparatur gampong (desa) dalam menyelesaikan kasus-kasus
tersebut®

Di sisi lain, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
juga menjadi situasi yang urgen untuk didiskusikan, berlakunya
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistern Peradilan
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Undang-undang ini mulai berlaku sejak 2 tahun setelah di sahkan
ymmlgalfﬂluhmu.
(kﬂdihnrsmmﬂ,yammdesmanpdmahndakpxdana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pﬂnkhi”ymgmmmkbmmmpmydeﬂmn
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Model diversi walaupun diarahkan untuk mediasi, tetapi lebih
dikedepankan model mediasi ketika suatu proses perkara telah
ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga model mediasj
seperti ini, walaupun melibatkan tokoh adat, tetapi tidak dapat
berjalan secara maksimal, jika dikaitkan dalam konteks mediasi
komunitas. Dengan hadirnya peraturan ini membuka peluang
untuk penanganan ABH di luar peradilan melalui mediasi yang
dilaksanakan oleh tokoh adat secara langsung sebelum kasus-kasus
ABH ditangani oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan mediasi komunitas yang dapat diidentikkan
dengan peradilan adat, secara empiris dapat menguntungkan sistem
kekuasan kehakiman dalam rangka membantu permasalahan
kelebihan beban (over loaded) yang dihadapi peradilan negara
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Karena sebenarnya
banyak sekali tindak pidana ringan (tipiring), baik perdata maupun
pidana yang lebih efektif penanganan melalui peradilan adat karena
dapat mewujudkan prinsip keadilan yang memulihkan (restorative
justice).* Upaya ini sebenarnya akan mudah terwujud jika ada
perhatian dari semua elemen, terutama sekali pihak pemerintah
memberikan ruang yang lebih besar untuk berkembangnya
mediasi komunitas untuk menjawab tantangan sistem peradilan
di Indonesia. Karena pada dasarnya, karakter, budaya dan
struktur kehidupan dalam tatanan lokal nusantara menerapkan
pola penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mencara penyelesaian berkeadilan dan
mewujudkan harmonisasi dalam masyarakat, yang sering disebut

Dalam praktik kehidupan masyarakat Aceh, dapat dikatakan
bahwa persoalan mediasi sebenarnya bukan perkara yang baru,

>

hammad Jamin, Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum Perspektif
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karena pada dasarnya identitas masyarakat Aceh yang dibangun
atas nilai-nilai falsafah agama dan adat, merupakan konstruksi
budaya yang telah mengakar kuat dan menjadi payung hukum
dalam semua lini kehidupan masyarakat Aceh. Terintegrasinya
falsafah tersebut dalam sistem sosial masyarakat Aceh dan masih
dipegang teguh saat ini, tidak hanya dipahami dalam aspek
hubungan vertikal semata. Namun juga dalam aspek hubungan
horizontal. Hal ini dapat dicermati bagaimana dialektika historis
lahirnya lembaga adat di Aceh, yang menjadi manifestasi dari
kebutuhan sosial, budaya dan politik masyarakat Aceh, terutama
dalam konteks mempertahankan identitas lokal ke-acehan.

Kekuatan lembaga adat dalam kultur masyarakat
Aceh, tidak hanya sebagai wahana partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan. Namun, dalam konteks yang lebih luas dan
universal, justru adat juga bersinggungan dengan hukum dan
peradilan, terutama fungsinya sebagai wadah penyelesaian konflik
dan sengketa dalam wilayah kewenangannya untuk menjaga
ketertiban sosial, kedamaian, keadilan dan keamanan lingkungan
masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan dan eksistensi lembaga
adat dan aktor-aktor yang berperan di dalamnya, seperti imeum
mukim di tingkat mukim, serta keuchik, tuha peut, dan imeum
meunasah di tingkat gampong, perlu terus dikuatkan dalam
berbagai dimensi dan aspek, karena dalam praktik kehidupan sosial
kemasyarakatan tidak mungkin terlepas dari konflik dan sengketa.

Walaupun pada dasarnya, fitrah manusia dalam menjalani
kehidupannya adalah memiliki hasrat ingin berkumpul dengan
manusia lainnya. Tetapi dalam pergaulan kehidupan sosial,
manusia cenderung memiliki keinginan dan kepentingan yang
berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan
inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik dan perselisihan
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Aceh yang disandarkan pada asas kebersamaan, musyawarah,
prinsip ta meujeut-jeut (saling rela dan saling pengertian), damai,
dan prinsip keadilan, bukan hanya sekedar pemutusan perkara atas
pﬁ:gipmung-kalah,yangnmnbuatsahxpﬂuknmsadimgikan
atau pihak lain merasa dimenangkan.

Peradilan adat di Aceh, selalu mengusung konsep peumat
jaroe, musyawarah, dimana kedua pihak digiring untuk menerima
perdamaian, setelah melewati proses dan konsekuensi yang harus
ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama-sama atas
prinsip dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Pada
. st sk aklﬁrprosesdamaidalamtatzmnmsyarakat.‘wehdﬂakukan

th“  melalui“peumat jaroe” atau saling bersalaman sebagai tanda telah
: ik den, menerima hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat
! ak-pih: lanmya,lel'dnggaprosesmedmtersebutdapat
m@katpmmdamdmsﬂaﬁ:ralmmnguhmmda}am
kehl&pan masyarakat Aceh. Mendasari dari pola penyelesaian
gkqtpymgtelahmatgakarh:!ebuhhdakberlebﬂ:mbﬂafakta
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1054/MAA /X11/2011/No. B/121/ I/20.12 tentang Penyelenggaraan,
Peradilan Adat Mukim atau Nama Lain.

Kendatipun proses mediasi ini telah mendapat' pengakuan
kultural maupun politik, melalui sejuml‘ah r'egulaSl yang telah
diterbitkan, dalam realitas yang ada masih ditemukan ben.turan

cksistensi antara hukum adat dengan hukum formal, :‘"ehmgga
argumentasi dari proses penyelesaian sengketa mlealm mediasj
Komunitas atau peradilan adat kadang-kadang dianggap tidak
mempunyai kekuatan hukum, sehingga_ memunculkan kesan
terjadinya kontestasi pluralisme hukum di Aceh.

Selain persoalan tersebut, tantangan lain yang‘ dihadapi
terkait dengan perubahan dinamika dan struktur politik di Aceh,
keberadaan lembaga adat, kapasitas tokoh masyarakat, pengaruh
modernitas dan globalisasi, serta munculnya isu-isu baru yang
perlu penyesuaian dengan mekanisme yang sudah berjalan selama
ini dalam proses penyelesaian sengketa. Seperti kasus spesifik
tentang perempuan dan perlindungan anak yang memerlukan
paradigma khusus dalam proses penyelesaiannya, yang berbeda
dengan kasus-kasus pada umumnya.

Atas dasar tersebut, kajian ini berupaya mengkaji secara
komprehensif tentang proses mediasi komunitas dalam masyarakat
Aceh serta mengkaji juga peluang, tantangan yang dihadapi di era
kekinian terkait dengan mediasi komunitas tersebut. Selanjutnya
hasil kajian ini diharapkan melahirkan sejumlah rekomendasi
kebijakan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa
memalui mediasi dapat berjalan secara efektif.

: Berd:i!sarkanpe:mparandi‘atas,t'ulisaninimenjawabbebera}’a [

persoalan yang diajukan, yaitu:

L 8  Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Acelt

1. Bagaimana tradisi mediasi komunitas yang telah
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Aceh?

2. Bagaimana peran dan hubungan antar lembaga terkait,
baik formal maupun non-formal dalam penyelesaian
sengketa masyarakat?

3. Bagaimana posisi, peluang dan tantangan mediasi
komunitas dalam masyarakat untuk penyelesaian
sengketa dewasa ini?

4. Bagaimana bentuk-bentuk strategi mempertahankan
eksistensi peradilan adat atau mediasi komunitas yang
dilakukan oleh pemangku adat di tingkat gampong?

Dari persoalan tersebut di atas, kajian ini dibatasi pada ruang

lingkup sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tradisi, nilai-nilai lokal dan kaidah
penyelesaian sengketa/konflik dalam masyarakat Aceh.

2. Menemukan nilai-nilai filosofis dalam konteks sosial
budaya yang hidup dalam proses mediasi.

3. Mengkaji mekanisme, eksistensi, peran dan fungsi aktor
dan institusi adat dalam proses penyelesaian sengketa.

4. Ruang lingkup penanganan, pola dan Pproses penyelesaian
sengketa.

5. Mengidentifikasi dan analisa lembaga penyelesaian
sengketa dan hubungan antar lembaga tersebut.

6. Mengkaji hubungan, posisi, peran dan aturan hukum
tentang posisi lembaga formal dan non-formal dalam
penyelesaian sengketa.

7. Teridentifikasinya beberapa sengketa dalam komunitas

masyarakat yang penyelesaiannya ditempuh melalui
mediasi komunitas,
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i iga istil
tentang makna mediasi, akan dijelasyl:xt\ul.ebxh dahulu tig; ah
T -bagx:jm d:?a:’:i‘::j sebagai proses penyelesaian
1. Mediasl se.nng ngadilan, di mana pihak luar ):'ang
semgpe dl o P:n sering disebut dengan mediator
tdak memllml:;}; ai pihak yang bersengketa untuk
bekeria- e tagn bersama atas prinsip perdamaian,
mencﬂfl kﬁs;!::: proses tawar menawar dengan jalan
NCEOSl.aﬂ = mencapai kesepakatan bersama antara
berund:mg g;:‘a pihak lain. Pihak yang menggunakan
4 plhak tuk penyelesaian sengketa harus mempunyaj
e unbaik untuk menyelesaikan secara damai.
mkadyang aitu suatu proses penyelesaian sengketa
% K‘ms‘has‘: isiasi untuk memecahkan masalah melalui
ben::al:argyang netral dan tidak memihak yang akan
i}:edl:erja dengan pihak yang bersangkutan untuk memb;ntu
ukan solusi dalam menyelesankar.l seng. eta
iy ara memuaskan kedua belah pihak. Pihak
:::“;;: netral tersebut disebut dengan kon:silie.ltor.
Dalam konteks internasional misalnya, dapat dlarhka:
mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengke
i i dengan bantuan negara-negara
~ diselesaikan secara damai deng ok N
lain atau badan-badan penyelidik dan komite
ihat yang tidak berpihak. :
4. Easm ;aitf penyelesaian sengketa di luar pengadilan

di mana para pihak bersengketa merujuk ke satu orang -

ihak
atau lebih, yang dengan keputusan ters.ebut pard Press
setuju untuk terikat. Arbitrase biasanya dﬂakukan melalul
lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani M\El"em

daki
yang mungkin timbul bagi mereka yang menghen N
 penyelesaian di luar pengadilan. Misalnya, BANI (Ba% .
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Arbitrase Nasional Indonesia), lembaga ini pendiriannya
diprakarsai oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri);
dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)
yang pendiriannya diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama
Indonesia)

Jadi, baik mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase
merupakan bentuk MAPS di luar pengadilan yang memiliki ciri
khas tersendiri, sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan
sistem hukum yang berkembang di Indonesia -termasuk sistem
hukum di dunia internasional- yang belum sepenuhnya mampu
mewujudkan keadilan bagi para pihak. Khususnya mengenai
praktik mediasi dan negosiasi banyak dijumpai persamaan dalam
tahapan penyelesaiannya, sehingga kadang-kadang kedua istilah
ini sering dipakai secara bersamaan.

Dalam konteks ini, maka dipergunakan istilah mediasi yang
mendekati makna dari model alternatif penyelesaian sengketa
di luar pengadilan berdasarkan ciri-ciri khas yang melekat dan
telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia
berdasarkan kearifan lokal yang telah dijalankan secara turun-
temurun.

Dalam perkembangannya, mediasi yang sebelumnya
merupakan salah satu cara terbaik

dalam penyelesaian sengketa
di luar pengadilan, sekarang ini sud,
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Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, model medigag;
seperti disebutkan di atas telah lama hidup dalam masyarakat, Yang
biasanya dijalankan melalui peradilan adat dengan menggunakap
sistem hukum adat yang telah diakui secara komunal oleh
masyarakat.

Fungsi Mediasi dalam kajian ini tampak begitu penting. Dalam
Karnus Sosiologi kata mediasi (mediation) adalah metode atau cara
penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang bersengketa
meminta bantuan pihak ketiga yang keputusan-keputusannya
tidak mengikat (mediasi). Dalam konteks mediasi, selalu dibutuhkan
mediator, seseorang atau kelompok yang terlibat dalam mediasi
(mediator).® Jika dijabarkan, maka mediasi merupakan seperangkat
proses yang melibatkan dua individu, atau sekelompok manusia
yang bertikai, kemudian secara bersamaan hadir penengah yang
dipandang memiliki otoritas, dan modal sosial (dalam hal ini tokoh
adat) untuk memberi solusi, dalam rangka menciptakan suasana
damai antar pihak yang bertikai. Keberhasilan mediasi, sangat
ditentukan oleh konsep konsensus, di mana kedua belah pihak
benar-benar menyepakati apa yang disepakati secara kolektif
sesuai keputusan hakim dan mediator. Dalam hal ini, tidak berlaku
hukuman yang dapat merugikan pelaku atau korban, melainkan
ganti rugi, dan berdamai.

Dalam tatanan mediasi komunitas masyarakat Aceh,
para mediator memainkan perannya melalui sebuah institusi
penym sengketa yang telah mapan yang disebut dengan
peradilan adat. Ada tiga model peradilan adat di Aceh yang telah
dikenal secara luas dan mendapat pengakuan melalui regulasi

Penguasa, yaitu peradilan adat gampon i ukim
AL g peradilan adat m
dan peradilan adat Jaot,

Proses dan tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan
adat tersebut telah berjalan secara sistemik di seluruh gampong
(desa) di Aceh sesuai dengan kewenangan yang mEIEka'_t pac;a
masing-masing peradilan adat tersebut. Peradilan adfat dl- Ace f
tidak hanya mengusung terwujudnya keadilan, tetapi lebih dari
itu berupa mengharmoniskan kembali para pihak yang t.>ert1ka1
dengan saling memaafkan dan menghilangkan dendam di antara
para pihak. Maka simbol akhir perdamaian sebagai bukti pemaafan
sekaligus hilangnya dendam dan memperkuat tali persaudaraan
dilakukan peumat jaroe melalui upacara perdamaian (peudamee).

Istilah peumat jaroe, merupakan representasi dari istilah lokal
(Aceh)-menunjukkan dua tangan intersubjektif yang dipertemukan
(bersalaman), penanda simbol kekeluargaan, dan integrasi sosial.
Dalam masyarakat Aceh, perilaku ini dimaknai secara universal
bermuatan nilai “baik” untuk menunjukkan simbol damai,
keakraban, sekaligus mengandung nilai kekeluargaan. Karena
itu, istilah lokal ini menjadi pengantar untuk membongkar sistem
pengetahuan lokal kajian ini, khususnya pola-pola mediasi yang
diperankan oleh elit adat, untuk menyelesaikan kasus, menjaga
keseimbangan, dan ketenteraman hidup masyarakat dari ancaman
pelbagai persoalan, terutama sengketa, dan konflik yang tak
mungkin dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial yang
hidup berkelompok dengan beragam dinamika kepentingan di
dalamnya.

Dalam setiap masyarakat, manusia pasti akan tersosialisasi
c%engan tata aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.® Dalam
lmgkur.\gan desa, seperti di Aceh, secara tidak langsung semua
manusia akan tersosialisasi oleh pola-pola yang berlaku di

_—
6 Elly M Setiadi dan Usglan Kolip, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan
T Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana,
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Jingkungan tersebut, misalnya harus.me“iaIElnkan P‘:‘aﬂ sesuaj
dengan status kedudukan di dalam hnz';k_tmsan‘ terpebut.iFrosey
tersosialisasi yang membentuk society uu,"men]adn modal awa]
bagaimana proses mediasi nantinya dapat dijalankan oleh lemba.:ga
adat Aceh di tengah masyarakat. Mengingat, syarat sebuah medias;
dapat dijalankan, jika kesadaran manusia telah tersosialisasi dalam
sebuah kelompok masyarakat terlaksanakan.

Selain itu, keberadaan lembaga adat gampong-gampong
di Aceh, hingga sekarang fungsinya masih sering digunakan
dalam penyelesaian banyak sengketa. Jika ada masalah yang
tak dapat diselesaikan di antara dua belah pihak yang bertikai,
maka masyarakat gampong biasanya akan meminta bantuan dari
pihak ketiga, dalam hal ini adalah mukim, keuchik, tuha peut,
dan perangkat adat lain untuk menyelesaikannya melalui mediasi.
Menurut penelitian Nurlaila dalam buku Adat dalam Dinamika
Politik Aceh, Prosedur penyelesaian sengketa di gampong seperti
ini, lebih mirip rekonsiliasi daripada proses hukum formal (proses
mediasi).”

Agar proses mediasi berlangsung lancar, di sini suatu
keniscayaan memunculkan konsep konsensus. Artinya,
keberhasilan sebuah mediasi sangat ditentukan oleh terma
kmsensus.Masil-ndalambacaanyangsama, Kamus Sosiologi, kata
konsensus (consensus) dipahami sebagai kesepakatan setelah terjadi
pertentangan.* Dalam konteks ini, konsep peumat jaroe (bersalamﬂ“)
menuju harmoni akan berjalan dengan baik, jika dua terma (mediasi
dan konsensus) dapat berjalan dengan lancar di tengah masyarakat
Aceh lewat lembaga peradilan adat. Kekuatan mediasi terletak
pada konsensus, kesepakatan yang harus dicapai dan diteri™?

7 Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadic ed), Adat dalam Dinamika Poitk
Acdh, Banda Aceh ICAIOS, 2010, 1o ‘

Soekanto, Teori Sosiolog.., hal. 61.

f

oleh kedua belah pihak yang bertikai. Karena itu, sebuah mediasi
dalam rangka mencapai konsensus membutuhkan mediator, dalam
kajian ini (mereka) perangkat adat adalah aktor mediator. Karena
itu, saat mereka dihadirkan dalam sebuah mediasi, benar-benar
harus memiliki modal sosial (nilai kepercayaan) yang tinggi dari
masyarakat.

Durkheim menyebut bahwa keteraturan sosial dan eksistensi
sebuah masyarakat sangat tergantung pada konsensus (moral).
Karena itu, konsensus dipandang sebagai sebuah frasa yang
menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui
secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah
adanya perdebatan, untuk menghasilkan pengambilan keputusan.
Konsensus, selalu menekankan pendapat bahwa bagian-bagian
dari organisasi sosial, nilai-nilai, Nnorma-norma, peranan-peranan,

dan lembaga-lembaga (institusi) adalah kesatuan yang erat secara

keseluruhan. Maka, masyarakat mempunyai tujuan yang sama

sepakat tentang yang benar dan tidak, dan digunakan dalam
membantu perangkat kegiatan satu sama lain,

. Di sisi lain, seseorang
dapat dikatakan penjahat karena dasar-

dasar konsensus dan
mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan * Kajian tentang

mediasi dalam peradilan adat diharapkan dapat menghasilkan

\
9 Ritzer, G, dan Goodman o ot
DJ, T”"S"s“’bsl Modern, Jakarta: Kencana, 2003.
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dalam rangkaian mewujudkan mediasi yang tercapainya
kesepakatan damai, yaitu:™

1. Mendengar dengan aktif. Selama proses penyelesaian

sengketa berlangsung akan banyak menghabiskan wakty

- untuk mendengar para pihak berbicara dan mendengar

hal-hal yang ingin mereka sampaikan, maka diharuskan

secara langsung (direct statement) terhadap pokok sengketa
yang dihadapi, melainkan mengajukan suatu pertanyaan-
pertanyaan yang mengarahkan jawaban para pihak ke
arah yang diinginkan.
6. Berpikir kreatif. Tokoh adat perlu berpikir kreatif agar
supaya para pihak tidak mengalami kebuntuan. Dalam
agar tokoh adat dapat memperhatikan dan mendengar hal ini, tokoh adat bukan hanya menyiapkan solusi

secara baik. alternatif tetapi mengusahakan agar kedua pihak dapat

2. Memahami perasaan para pihak. Tokoh adat yang menyelesaikan masalah.
menyelesaikan sengketa diharapkan dapat mengetahui,
mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami
oleh para pihak yang bersengketa.

3. Mempunyaisifat toleransi. Tokoh adat dalam melakukan
perdamaian, harus mampu mengontrol emosinya
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para
pihak selam proses perdamaian berlangsung. Karena jika

Keseluruhan poin seorang mediator tersebut, secara
tidak langsung menunjukkan hakikat dari kemampuan untuk
melakukan pengendalian sosial. Josesph S. Roucek menyebut
pengendalian sosial sebagai proses baik direncanakan maupun
tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan
memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah
dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sementara Peter L. Berger
tidak mampu mengendalikan emosi, maka indepensinya memberikan pengertian pengendalian sosial dengan berbagai

Skan hilans. cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya
4. Tidak bersifat mengadili para pihak secara langsung. Pada yang menyimpang. Sedangkan Bruce J. Cohen mengemukakan

saat tokoh adat melakukan pembicaraan dengan para pengendalian sosial sebagai cara-cara yang digunakan untuk

Pibak, meskipun para pihak tersebut melakukar suatu mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak
tindakan yang tidak baik, diharapkan jangan langsung  “\°™POk atau masyarakat luas tertentu.” Karena itu, fungsi
Berdikiz bahya orang terscbut tidak bena. Sebab jika mediasi, mediator da.a.n tatanan hukum yang telah hidup di tengah
ia berpikir begitu maka telah menjudge pihak lain yang g:sayna:\akat harus dikontrol dengan pengendalian sosial yang di
belum tentu sesuai dengan yang dia pikirkan. S Tkt aturan:

5. Menyusun pertanyaan-pertanyaan. Ini merupakan skills Seperangkat aturan yang dimaksud dalam kajian ini adalah
yang sangat efektif untuk mengembangkan alternatif 1 ] hdu:um adatyang mf“jadi rujukan bagi penyelenggara peradilan
penyelesaian. Tokoh adat tidak melakukan et adat dalam m.emrierhmbangkan setiap keputusan dan kesepakatan

e antara para pihak. Karena itu, kata mediasi, dan adat (hukum adat)
10 Tim Penelig PKPM, Pon

i Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum
Adat pada Lemboga Adat Ko i

o el : jruen Blang di Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh: 1 adi , :
| Pusat Kajian Pendidikan dan Masyaga) tm“”"m’"q’m ) hal 147149, Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Penganitar Sosiologi.., hal. 252.
279 d , Peumat Jaroe Proses fiasi y
i a2 4 Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Acel . M Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh 23
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dalam kajian ini merupakan dualitas simbol yang harus saling
berki:::m bahasa asing yang umum disebut custom (adat
i kebiasaan) identik dengan kata usage yaitu jbentuk.
l:::t::t;mbuahn yang menjadi pola perilaku (cara: kebiasaan).12
Terminologi adat berasal dari bahasa Arab ‘adah yang merujuk

perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang
m telah terbentuk sejak lama dan dipraktekkan secara
turun-temurun.”

Di Indonesia sendiri, konsep adat telah lama dikenal, jauh
sebelum munculnya peraturan Undang-undang No. 5 tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa yang disebut-sebut melemahkan adat
(identitas lokal) dan cenderung mengarah pada hukum (atura.n.).
Bahkan, sejak masa kolonial, adat telah menjadi kepentingan politik
pemerintah kolonial saat itu, sekaligus digunakan sebagai bagian
dari kesuksesan pemerintahannya. Belanda sendiri menyebut
istilah adat dengan adatrecht (berkonotasi hukum adat), konsep
ini, pada awalnya oleh Cornelis van Vollenhoven dikembangkan‘
dari Universitas Leiden. Bagi Vollenhoven, adat dimaknai sebagal'
tata aturan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, karena di
sana terdapat kata recht yang berarti “law” atau “hukum” . Istilah

e —
12 Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi..., hal. 387.
13 IGede A. B. Wiranal
ke Masa, Bandung; CiuaAdityaBakﬁ, 2005, hal. 3.

14 Mmun&dlhmhh!midu],adntdanpendﬂanadatmpakandmhh

yang sangat berbeda dalam i likasinya. Karena it
sangat =i konteks realitas dan ap y

ta, Hukum Adat di Indonesia: Perkembangannya dari Ms%

hukum adat di kalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai,
masyarakat cenderung memakai istilah adat saja. Penyebutan ini
mengarah pada suatu “kebiasaan” yang terdiri dari serangkaian
norma, aturan dan perbuatan yang pada umumnya harus berlaku
pada struktur masyarakat bersangkutan. Sedangkan penyebutan
hukum adat hanya merupakan istilah yang secara teknis mengacu
pada prinsip-prinsip ilmiah untuk mudah dipelajari, sebagai
hukum yang tidak tertulis.’s

Jadi istilah ini berkembang untuk membedakan bahwa setiap
perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan
akibat negatif dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga
adanya sanksi atau ancaman, maka adat dalam konteks ini disebut
dengan hukum adat.'* Kongkritisasi hukum adat tersebut terwujud
setidaknya dalam tiga bentuk, yaitu hukum yang tidak tertulis (jus

non scriptum) yang merupakan bagian terbesar; hukum

; logis kehidupan masyarakat Aceh, simbol adat tur
seba o bentuk, Perlam, “Adat” sebagai “adat isiadat”. Adat 185942

{ peukong pague ’
Nen masyarakat dik gampon,
PeENgamanan sosial d; . pkan da 8

ial di gampon, - ©aPat menjaga dan memperkuat
et 2 melahirkan aneka apresiasi/kreasi, upacara/ seremo dan Sehat Thsan Shadiqin (Ed-)i'x:tmgomngi Lﬂih:f]: Leena Avonius
P ualtas aneka sei arian, etk esetik, modifikasi pakaian dan 5 15 [Gede A B, Wiranaty gy ., hal. 3.4,
Serhproduk kein han fisik yang monumental, cagar bud:iﬁ-rﬂ’i 16 Ba 402%, Hukum Adat. ., ha). 34
s Wﬁkl&imyayangumumnyamgandU?S o
dipasarkan. Keg

th
untuk dip; , “Adat” sebagai “norma/kaidah KT
norma/kaidah hukaam g 8 ! pmyﬂ“’w

P Pemet e s Mt Mo samont atun syt
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Ketiga, adat muhakamah, yaitu hukum adat dan mamfestasl hasil

: arah dan mufakat. Keempat, adat ]ahxh.yah, yaitu adat
ml.xsyaw kebiasan masyarakat yang tidak sesuai dengan dengan
it don i masih di i oleh sebagian kecil masyarakat,
ajaran [slam, tetapi masih digemart . ‘

Proses pemahaman hukum adat tidak mungkin sebatag
pemahaman teori semata, tetapi harus lebih mendalam berdasarkan
kenyataan yang dalam masyarakat. Karena hukum adat terSEbl:lt
merupakan hukum yang hidup dalam mas.yarakat., mas@
dipertahankan, serta mengikat warga dalam interkasi sehari-
hari. Kepatuhan terhadap hukum adat ini biasanya karena sudah
demikian terbiasa sejak kecil, rasa hormat terhadap nilai-nilai,
selalu diingatkan, dan karena ia juga bersumber dari nilai-nilai
keyakinan keagamaan yang mengikat secara individual dan dalam
hubungan sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, kata adat di Aceh juga mengalami makna yang
beragam dan tidak tunggal dalam melihat realitas kekinian.
Karena itu, penting untuk melihat simbol adat (sebagai konsep)
mana yang akan digunakan agar lebih memiliki nilai dan bersifat
implementatif untuk menjawab persoalan kekinian. Sebagaimana
diketahui, dialektika Adat Aceh dalam perkembangannya, terus
mendapat varian tafsir dari ragam pihak. Bagi masyarakat lokal,
adat dipandang sebagai kesatuan nilai, tradisi dan simbol-simbol
sakral yang dijawantahkan dalam ritual dan upacara. Dalam hal
ini, adat dimaknai sebatas ritual (ruang integrasi masyarakat).

Bagi para elite (birokrasi), adat dipandang sebagai identita®
penting yang harus diinstitusikan, untuk selanjutnya diperhaﬁlfﬂ“
serius oleh negara (dengan dukungan anggaran). Karena lt‘.lr
adat dalam pemahaman kedua, berpotensi menjadi alat politik
pemerintah yang “didorong” untuk diinstitusikan secara forma
Adapun, bagi kalangan aktor dalam masyarakat (seperti meK™
dan perangkatnya), deebﬂapalSMyang mengusung sgmboyﬂf‘

i

ol

26 PMIWPMWM‘ Biachi wmmmkﬂ“"

peduli adat, terma adat lebih dari sekedar simbol, tradisi, ritual,
dan identitas. Di sini, adat dimaknai sebagai identitas, jati diri,
bahkan simbol perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap
mengganggu keteraturan masyarakat, mengingat adat dalam
konteks ini, benar-benar dipandang melekat kuat dalam struktur
masyarakat lokal. Apalagi, mereka kerap menolak birokratisasi
adat seperti pemahaman sebelumnya. Dalam tipologi pemahaman
ketiga ini, adat (harus) dipahami sebagai elemen vital menjaga
keberlangsungan hidup manusia, aturan (hukum), alam, sumber
daya, ekonomi, hingga perangkat mencapai integrasi sosial.
Dalam riset dan kajian ini, konsep (mediasi) adat digunakan
dengan merujuk pemahaman ketiga, yaitu posisi adat dalam
pemahaman perangkat adat di level gampong sebagai jati diri,
seperangkat aturan, dan perlawanan yang dilakoni oleh perangkat
adat terhadap sengketa di tengah masyarakat lewat mediasi
(peradilan adat) dalam rangka mencapai keteraturan hidup
masyarakat, dan integrasi sosial. Harus diakui, bahwa peranan

peradilan adat pasca tsunami mulaj diaktifkan kembali secara masif

pada beberapa gampong dan kabupaten/kota di Aceh lewat peran
dan sosialisasi Majelis Adat Aceh (MAA

: ) Yang telah menjadikan
peradilan adat sebagai panglima kerja dan Program utama mereka.

Mengenai peradilan adat, sebagai Panggung pelaksanaan
proses mediasi dalam masyarakat Aceh, Asnawi Zainun (Mukim
Siem, sekaligus pengurus MAA Aceh) lewat makalah Penegakan
Peradilan Adat di Gampong

dan Mukim,” memberi Pandangan bah
: 2 ganvanwa
yang dimaksud dengan peradilan ada

tadalah pro. lesai
sengketa, o Dbl

Perkara atau persoalan hukum yang terjadi dalam

Lo e
17 Asnawi Zainun,

Penegakan Peradilan Adat di Gampong dan i
. 4 Mukim, Makalah
g"“m??;‘f:nn tal:‘ada tanggal 3 Juni 2015, dalam wofkshap “Membangun
Amcehseps : g Anak Bermasalah dengan Hukum”, Hotel Permata Hati,
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rangkat adat, yay,
¢ oleh “"’:: o wk:.:a:!(mcdiul) dan bmﬁi:::k“hn
' sama, lebih huas yang diny g
“damai” yang dilakumhn ‘::Tud
dilan nasic berdasarkan di M! ndang dyy ah,,%
peraC . Kata kuncl damal bermakn, Yy
flan adat sebngai proses mediasi dimk&ud hj,
kchadm""’; erja untuk mencapai konsep harmop, iy
' ' I

| Hakim Nyak Pha, tujuan medjaai dalam Perag,
pada gjarn “menyelesaikan” bukan paq, .
Wkonuksmaimn memutuskan dipan,
n yang perpendirian bahwa setiap mmm
n secara tegas, jelas, pasti, sehingga Maglyy
keseimbangan hidup bermnyuaht k“ran
1 Sedangkan ajaran menyelesaikan, m, embe:
n berpes dkhﬂbﬂhmmmwm
an harus met::depm Pﬁnnip

ah salah satu tata hukum di antara
ada di dunia ini, tentunya
tata hukum Hindu di India

i) adal
ta hukum yang
Romawi,

adat (proses medias
<macam ta

odinsi perkara dalam adat, Acehjuga menmiliki
mekanisme, dan aturan yang khas. Merujuk pada bukmlun A:::

dalam Dinamika Politik Aceh, dalam pelaksanaan pera md:
yang berlangsung dalam masyarakat, sebenarny? B Y
tpggdﬂan/haklmyangjelaadanbakudiAmhKam
pmdnmdat,dnhmupayamdﬂa“"“mpe"““‘m
il Penelitian PKPM, di

antaranya :

: Dtselesaﬂcansmdiriantarpelakuymgbermasahhm\pa
melibatkan unsur lain, damai dengan sendirinya.

2. Melibatkan antar keluarga yang bermasalah tanpa
melibatkan orang lain atau unsur lain seperti perangkat
gampong,

3, Adakalanya suatu masalah yang terjadi diselesaikan oleh

~ orang cerdik pandai atau orang yang berpengaruh di
- gampong tanpa melibatkan perangkat gampong,

Diselesaikan secara adat oleh ureung tuha atau aparatur
H_“l T~

HR ‘Bmlmghpemmm . adat mukim

- 6. Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga-

i S ‘lm o MMmmm " 'v :

“
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arkan, setidaknya 5 (limg)
g sengketa dalam POy
mediasi dan mediator, A
kat Acch selalu mengedep, " ",
diran mediator, Selain ity ¢ "
terma “mukim” yang sepe: *'1‘,
poin di atas ikut me."dnj m menegakkan mcdia: det i “ayg
a sumber, kini di Acch te"d&p:
ukim sebagai rumah adat, yang di dalamny,
titusi adal seperti keujruen blang, pan glima il
haria peukan, petud seunubok, panglima glec sebagai mediatoy, X, d
ulayat, dan sumber daya alam Aceh, posisi mepe _}»ll i
dalam rangka mengatur masyarakat. Kareng |
. maka kemungkinan menguatnya lem '

¢ terbuka, sehingga banyak perkara ¢ |

g dipap
esaikan kas

11

mukim. Posisi m
kamar-kamar iné

2dat lain menjadi sang
diselesaikan oleh aktor adat di Aceh.
Mukim sebagai payung Jembaga adat yang luas, da :.'.,._‘f
peberapa catatan sejarah, simbol ini menunjukkan kesa \1
wilayah yang membawahi gampong-gampong (desa), Pi
dasarnya, mukim adalah kewedanan yang dibentuk berg ‘
keagamaan untuk mendirikan salat Jumat secara bersama warg ‘
gampong.mxaremitu, setiap mukim ditandai dengan satu ma “
yang dipimpin oleh imeum mukim, dan untuk setiap gamp :
didirikan meunasah (surau atau langgar) sebagai pelaksay :‘1
kegjatan keagamaan selain salat Jumat. Tentunya, lembaga-lem
yangada dalam wilayah yurisdiksi mukim, seperti meunasah ¢
mesfid, merupakan ruang mediasi yang masih berfungsi

B L AN
20 Dalsm Mazhab Syafi‘ie, sebagai mazhab mayoritas di

g d val

Aceh, syarat mendirikan salat fumat harus bajzmlnhml:rna:; cine

}tmhhpudm.fukpmpangql Aceh saat itu sangat terbatas popy 3

Karena itu, didirikan satu mesjid saja per-Mukim yang menaungi gampeny

pampany

30  Peumat Jaroc Proses Mediasi Menuju Harmeni dalam

tuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat.
berkembang di tengah masyarakat, jika pelaku
Jari menyelamatkan diri ke dalam lingkungan
meunasah, nyawa dan kehormatannya wajib diamankan. Namun,
proses dan sanksi tetap berlaku untuk pelaku kejahatan.

Dalam hal ini, mukim dalam struktur adat Aceh (memang)
menunjukkan wilayah, sekaligus aktor adat yang ada di dalamnya.
Keberadaan lembaga mukim, bukan hanya sebagai simbol adat,
emiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai
ehidupan masyarakat. Sama seperti keuchik
di tingkat gampong, dan perangkat adat lain
an). Fungsi utama mereka strategis untuk
| masyarakat. Memediasi setiap perkara
nsi konflik antar individu atau kelompok
t dapat hidup harmoni.

gekarang un
Bahkan, rumor yang

kejahatan kemudian

tetapi m
persoalan dalam k
gebagai pemimpin
(tuha peut, dan tuha lap
menjamin integrasi sosia
yang muncul dan berpote
dalam masyarakat, sehingga masyaraka

Lebih jelas jejaring keterhubungan (struktur) pemerintahan
adat dalam struktur adat, sekaligus sebagai mediator dapat dilihat

di bawah ini:
Bagan 2.1: Hubungan antar Lembaga Adat
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{as mempertontonkm
Kerangk ntf“k::; & ,mm; aktor adat dahmj_
yang s3i"6 “‘;:ﬂ;lpgmdigﬂmf"’“s dan masyarak,
n@yeleﬂ‘m ebagdl {ondasi dan basis sebuah kele,
Mp)’lﬂk" Jet prkaifan dan peluang untuk beri e
cosial, te12P mﬂ"‘u:i h pernﬂsk‘“ adat, terutama dalam ra, . *
dan dipe®® W.,u sturan Y6 berlaku di gampong J"‘q ds
ters0s 55 lﬂS muncul Tentunya, lewat peta kemjp
sensk"“ W‘::cd [ akan dapat dengan mudah dj; .'l"-:,"‘
tersebuls P
harapkan dan menjadi tujuan meg,
pada kb Jt adat i ACE sebagai mediator, teryggn
dengan kebﬂﬁdﬂneelesaikan erkara di tengah masy; By
Jalam 2" '“‘e"i:j perbedaan dan sengketa yang muney] . .
adalah in soshaws Jaraskan untuk mencapai Kesatyar
arakal wadah, terutama gampong sebj
kehidupa? “. M i teri ritorial dan kelompok masyar
. l, ks Aceh, setidaknya proses medjag
e ingin dicapai, sesuai ti
ini ada tig macall i:eg;aﬂ cul di tengah masyarakat A 1
e enciptakan suasana harm

kasus sen — -
keluar
P, umah tangga sengketaanmkel Al

: Jisthan daam
jikaada pk::n enganvars Kedua, integrasi kekerabatan, yz
yang bet sosial yang dilkat oleh pertalian daj

mhanhubuﬂsa“
m‘iagake“ dmkasus_kasussepeﬂ] DETSe '

hubun kawinan
::rnta ‘;mfa:hf’:’-'m yang dlperoleh bersama selama ma
perkawumn) , perselisihan hak milik, sengketa tanah, dan lai {;}
Ketiga, mtegrasnmasyamkat lewat lembaga adat, menjaga “

P‘"‘S dengan menyelesai
sengketaan di pasar, laut, hutan

nama baik. Kasus-kasi

sawah, fitnah, hasut, dan pencemaran
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ini secara tegas juga telah diserahkan oleh aparat keamanan
rkara yang dapat diselesaikan (mediasi) oleh

(polisi) sebagai 18 pe
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pmmmmmmmmmmwm 33

Dipindai dengan CamScanner




BAB TIGA
BUDAYA DAMAI DALAM
MASYARAKAT ACEN

A. Sejarah Peradilan Adat Aceh

Adat fstiadat yang berkembang dalam masyarakat Acely,
termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian sengketq
merupakan suatu kearifan yang telah dipraktikkan secara turup.
temurun yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Muhammad
Hoesin, sebagaimana dikutip Darwis A, Soelaiman, mengatakay
bahwa adat Aceh telah ada semenjak terbentuknya Kerajaan Aceh
Darussalam di abad ke-16." Bahkan diperkirakan jauh sebelum
itu, semasa Sultan Malikul Saleh memerintah Kerajaan Samudra
Pasai abad ke-13, adat telah berkembang dalam tataran kehidupan
masvarakat. Prinsip-prinsip adat ini tidak lepas dan dipengaruhi
oleh' kandungan hukum Islam. Berbagal aturan yang mengatur
tentang perilaku termuat dalam aturan tersebut, yang kemudian
juga sering disebut dengan hukum adat* Pada masa kesultanan
Iskandar Muda (1607-1636) telah ada aturan-aturan yang disusun
yang untuk menjadi pedoman bagi Wakil Sultan di masing-masing
kenegerian seluruh wilayah Kerajaan Aceh, yang sering dinamakan

1 Darwis A Soelaiman, Kompilasi Adat Aceh, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu
Aceh, 2011, hal. 454

Lukman
2 T M. Juned, Membedah Adat dan Hukom Wl Aceh, dalam L
Munir (ed.), “Bunga Rampai: Menuju Revitalisasi Hukom dan Adat Aceh,

Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003, hal. 19,
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A‘ﬂ.’ wahupuﬂ h‘mbini nmh hl',—’ ‘
dengan Al waﬂwmdldamdaﬁ nash,
F,ﬁdnﬂ“ d‘dmkgmball karena sebag;

bbas,’ sebap2ITE
‘Dal:m yitzb tersebut dikemukakan ungieapy

i |
i terdapet tiga macam raja, yaitu raja _

"Dl BB o s, yaitu yang memerintah
menegznzm st kebizsaan dunia elite adat, raja
o nagama yait ulama ahlu-syar' elite agapy
Wﬂwﬂmmﬁva Kita wajib mengikuti perintah pais
dan 250 se:ﬁah n;enurul hukum adat, jika perintz ._ﬁ:‘
: :nhukum yara’. Kita wajib mengikuti suryhg
amus.a'aﬁ'mj’h tidak, maka kita akan ditimpa
Hukun; adat dan hukum agama adalah samkemba:; atkals
mufakat hukum adat dengan hukum syara” negeri ten ng

iada huru hara”*

Ald D‘.n-";‘

3 Mochammad Hoesin, Adat Atjeh, Dinas Pendidikan dan
- Provinsi Daerzh Istimewa Aceh, 1970, hal. 210.
$ WWMAMMMMYMA@M
mem@mmm Beliau seorang ulama b
Fidup pada mass kerajazn Aceh Darussalam, dan banyak menulis
Kitab dalam berbagai disiplin ilmu, baik fikih, tasawuf dan ked
Kitab-kitab karangan Teungku Syikk Kutakarang tersebut sek:
dapat kits temukan di beberapa lembaga pendidikan dan dayah (p
‘MMMIthﬂ!gkuTamhAbtt.[emhga i
. Perpustsicaan Prof. Tk, Al Hasymy, dan di Museum Negeri Acsh,
5 ﬁi’hﬁnﬂﬁ.'ﬂud&y.!mhddam?mpekﬁf siarah
MHMUAEMAM.M%«@M .

Pemahaman ini menunjukkan bahwa adat dan hukum
dalam masyarakat Aceh pada umumnya merupakan bagian yang
mempunyai segmen-segmen integritas tersendiri yang tidak
identik dalam pemahaman kearifan lokal pada umumnya, karena
“fondasi bangunan” adat Aceh, selain bersumber dari kebiasaan
yang hidup dalam masyarakat, juga berasal dari nilai-nilai agama
Jslam yang menjiwai pembentukan nilai-nilai yang dipegang
teguh oleh masyarakat. Adagium “hukom agen adat lagee zat ngon
sifeut”, artinya hukum dan adat seperti Dzat dan Sifat Allah (tidak
mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya) telah menjiwai
dan menghidupkan budaya Aceh secara islami dan tentunya ini
melahirkan nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan adat dan
budaya Aceh. Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum
agama berlaku sama tidak bisa dipisahkan antara keduanya, ibarat
tidak dapat dipisah antara zat dengan sifat.

Perpaduan yang sangat kuat antara hukum agama dan hukum
adat telah membentuk corak budaya tersendiri yang unik dan
khas di Aceh. Corak budaya ini pula yang kemudian membentuk
karakter masyarakat, membentuk kearifan lokal (local wisdom) dan
nilai-nilai lokal (local value). Nilai-nilai budaya inilah yang kemudian
menjadi pandangan hidup yang mengikat dan mengatur seluruh
aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem peradilan
dan sumber-sumber hukum yang digunakan.

Terkait dengan sistem peradilan pada masa kesultanan Aceh,
menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip T. M. Juned,
penyelesaianperkaradﬂakukansecarabﬂ'jer\iangmaidexgnn
kewenangannya masing-masing, Peradilan dari yang paling rendah
terdiri dari peradilan gampong, mukim, ulee balang, sagoe dan

Aceh, Syiah Kuala University, hal. 159-160,
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et Muda dan sultan berikyin . ;‘
i yang e e demgan gy
a Mahkamah Kerajaan bersamy ¢
o \‘ ang nu‘"""“skm i, kern]nn i \
s P"'h K _perat, di mana pard ulee balang tidak g
slong kara tersebut karena hukumm

ot berat. C. Snouck Hurgronye mepe 3
.o tergolond & bukan merupakan wewen,
dibert rh m hu Lumﬁ:‘ i“:’gn’ menusuk dengan 1 ! ‘
‘l“:::S ar yang dihukum mati, dijepi g, L
n ma\;i A P,_mnm“S“ n daging yang terhukum (sayq

e ik epala dengan lesung.’
s tuk perkara kecil atau tindak pidana
n

1 sesama Warga gampong, biasanya diseles
yang dilak Laengaﬂ 4ibantu oleh Imeum Meunasah, di ol

oleh Keu:h:k(ureung tuha). Keuchik bertindak sebagai
masyarakd

ol
L’I‘Pc

Sedangkam ¥

ki
perikan keputusan sesuai dengan perl;
ditangani seperti mengembalikan hak orang lain, memby

yang neminta maaf kepada pihak korban yang
denda am::amunlﬂ‘-’ para pihak menolak perdamaian yang
digampong ia dapat mengajukan ke tingkat be_ﬁku

di pmdlhn mukim, yang membawahi beberapa wilayah gampo;
dalam yurisdiksinya Tetapi pengajuan ke tingkat mukim ha; ‘r.l
Mlyerahkanuangjamm sebagai ongkos perkara atau disek ut
mmm Aturan hukum yang dipakai pada bebe apa

6 T.M.Juned, Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat d
wlesqim Perkara, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), “Pedoman Ada
Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebud

Aceh (LAKA), 2001, hal. 17. i

7 M. IsaSulaiman, Tijauan Historis Peradilan Adat di Aceh, dalam M. Isal
‘Sulaiman (ed.), “Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda
Acel; Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hal. 1.
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Jembaga peradilan tersebut bersumber darl hukum syariat dan adag
keblasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi menurut Snouck
Hurgronye, dalam praktiknya berbagal keputusan yang ditetapkan
lebih bernuansa hukum adat ketimbang hukum syariat.*

Pada era berlkutnya, ketika terjadi penyerangan Belanda
dan menduduki daerah Aceh, salah satu aspek yang menjadi
pemerintahan kolonial Belanda melakukan beberapa perubahan
terhadap sistem peradilan yang sudah berjalan di Aceh, melalui
Staatsblad No. 83 Tahun 1881, yang salah satu isinya menetapkan
pengadilan musapat pada tiap wilayah di Aceh Besar, Tahap
berikutnya, sepanjang tahuan 1916 sampai dengan 1932 pengadilan
musapat ini diperluas di luar wilayah Aceh Besar melalui Staatsblad
No. 432 Tahun 1916 dan Staatsblad No. 8 Tahun 1932. Pengadilan
musapat ini diketuai oleh konteler (kepala wilayah) bersangkutan
yang berjumlah 21 buah di seluruh Aceh. Susunan anggotanya
terdiri dari tiga orang ulee balang senior, seorang ulama dan
seorang juru tulis. Tempat persidangan biasanya dilaksanakan
di tempat kedudukan ulee balang yang berada dalam wilayah
yurisdiksinya. Jadi, pada masa penjajahan Belanda, hukum adat
tetap diberi ruang sebagai hukum positif yang diberlakukan untuk
golongan Bumi Putera. Sedangkan hukum Belanda (hukum Eropa)
diberlakukan bagi golongan Eropa, termasuk orang Belanda yang
berada di Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, praktik peradilan yang telah hidup
dalam masyarakat tetap dijalankan sesuai dengan sistem yang telah
hidup dalam masyarakat Aceh. Perubahan pertama terjadi pada
tahun 1951 ketika pemerintah memberlakukan hukum nasional ke

seluruh daerah, tanpa mempertimbangkan berbagai hukum yang
telah hidup dalam masyarakat.

8 M. Isa Sulaiman, Tinjauan Historis..., hal. 2-3.
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Pada era berikutnya, kebijakan politik dan sosial pada Masy
pemerintah Orde Baru semakin menghilangkan eksistensi lembag,
adat yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan sengkety
yang terjadi dalam masyarakat. Ini berawal dari keluamya Undang.
undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan segala bentyj
hukum adat di seluruh Indonesia dan mengharuskan diterapkanny,
sistem pemerintahan desa seperti yang ada di Jawa. Akibatnya
lembaga adat yang sebelumnya menjadi motor penggerak adat
istiadat dan kehidupan bermasyarakat di Aceh melebur ke dalam
struktur pemerintahan baru, bahkan beberapa lembaga adat tidak
diakui keberadaannya dalam struktur pemerintahan, seperti mukim
yang sebelumnya memiliki peran yang cukup besar dalam struktur
pemerintahan di Aceh.

Dalam konteks ini, tergusurnya sistem pemerintahan lokal dj
Aceh seperti mukim dan gampong, ikut menggeser keberadaan
lembaga lokal lainnya termasuk Keujruen Blang sebagai lembaga
otonom yang keberadaannya di bawah kepemimpinan gampong,
Termasuk beberapa lembaga adat lainnya yang memiliki peran
penting dalam masyarakat, seperti panglima laot, pawang uten,
peutua seneubok ikut mengalami degradasi dan kehilangan
fungsi dalam struktur pemerintah daerah karena tidak mendapat
pengakuan dari pemerintah.’

Kondisi ini menyebabkan berbagai aspek yang selama inj
menjadi wewenang dan peran yang dimiliki oleh lembaga adat
mulai kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat,
termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa. Hal ini sangat
berbeda ketika berfungsinya lembaga adat, di mana segala urusan |

yang terkait dengan persengketaan dapat diselesaikan dengan cara

9 Sutoro Eko (ed), Bergerak Menuju Mukim dan Gampong, Yogyakarta: lRE,_i !
2007, hal. 156. :

]
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i elalui musyawaah yang dilakirkan oleh ey,
aﬁebut, paik pada tingkat gampong, maupun mukim, adat
te peluang untuk metjghidupkan kembali peran i fiiy
(embaga adat dalam setiap aspek kehidupan magyarypyy Aceh
erbuka lebar: Dbmya' U-“dang"“ﬂdang Nomor 44 .
1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh méng
alah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap
nilai Jokal masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihary
secara turun-temurun. Nilai-nilai ini berupa AUTaN-aturan agy
yang sampai batas-batas tertentu telah mampy Memeliharg
(edamaian dan ketenteraman masyarakat. Adapun bentuk
Penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Istimey;, Acehy
dikukuhkan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mefir. ...
2) Penyelenggaraan kehidupan beragama; b) Pen yelen
kehidupan adat; c) Penyelenggaraan pendidikan; dan d) Peran
ylama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelengganm
keempat keistimewaan tersebut, djtindaklanjuti oleh Pemerintap
Daerah dalam bentuk Qanun atau peraturan pelaksana laitmys,
Kemudian lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
(UUPA) yang membuka peluang lebih lebar untuk pengembangan
kearifan lokal dan pemberdayaan lembaga adat yang hidup dalam
masyarakat Aceh.

Di samping itu, telah disahkan sejumlah Qanun (peraturan
daerah), seperti: Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah
Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan
Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat
dan adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga
Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Penyelesaian Sangketa/Perselisihan Adat Istiadat,
Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen
Blang dalam Sistem Irigasi di Aceh; Surat Keputusan Bersama (SKB)
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antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dap
Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011/No. 054/MAA/XI1 / |.
2011/ No. B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Ada |
Gampong dan Mukim di Aceh atau nama lain, :

Beberapa peraturan tersebut di atas, secara tegas dan pasyj
telah memperkuat legitimasi, eksistensi dan posisi lembaga adat
dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagaj
sengketa, Jadi secara regulasi sudah memiliki payung hukum
yang cukup kuat untuk mengembangkan dan merevitalisasj
fungsi lembaga adatini. Sebenarnya, legitimasi lembaga adatyang
mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa melalui peradilanadat, -
kalau dilihat secara kultur, maka legitimasi tersebut bahkan lebih
kuat, karena bersumber dari kepercayaan masyarakat itu sendiri,
Karena ia diakui, ditaati dan mengikat suatu masyarakat dalam
wilayah tertentu." Legitimasi kultural ini, bahkan menjadi fondasi
utama yang melekat secara batin dalam perilaku dan kepatuhan
masyarakat, mempunyai posisi tawar yang lebih daripada hanya
sekedar legitimasi yang bersumber dari regulasi.

B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mediasi
Komunitas
Para sejarawan dan budayawan mengatakan bahwa Aceh
memiliki keunikan sejarah dan budaya yang selalu menarik
untuk dikaji. Kekayaan Aceh ini telah membuat para peneliti baik
nusantara maupun luar negeri yang tertarik menjadikan Aceh
sebagai objek penelitian mereka. Salah satu kearifan lokal yang '
hidup dalam masyarakat Aceh adalah tentang mediasi komunitas,
Sebagai sebuah sistem adat yang hidup dalam pranata masyaraka‘ﬁ-f
10 Tim Peneliti PKPM, Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis

Adat pada Lembaga Adat Kewjruen Blang di Kabupaten Aceh Besar, Banda Ao
Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2007, hal. 141.
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Aceh, mediasi komunitas sarat dengan nilai-nilai moral kea

yang persumber dari nilai-nilai Islam.

Hal ini dapat dipahami karena memang secara k@e]umhm
nilai budaya masyarakat Aceh senantiasa dipengaruhi dan diwamg;
oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam
calah satu hadih maja,"* bahwa “hukom ngon adat lagee zat dengon
s ¢, ungkapan ini seakan mempertegas bahwa nilai adat buda},a
masyarakat Aceh menyatu dengan ajaran Islam.”2 Hadih maja di
atas menjadi sesuatu yang bernilai agamis dalam kultur orang-
orang Aceh. Setiap sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan
hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adat
Aceh itu bersendikan hukum agama, maka model penyelesaian
sengketapun senantiasa disesuaikan dengan hukum agama,
termasuk adanya proses mediasi sebagai media yang mendorong
para pihak untuk berdamai.” Cara pandang ini diyakini oleh

PR
11 Hadih maja atau sering disebut juga dengan nariet maja merupakan

rangkaian kalimat-kalimat singkat tetapi men, i

dan mendalam serta memiliki g\akna ﬁlﬁsoﬁs yga:ngd;n‘gg;r;ﬁm
tutur kata orang-orang bijak yang mengandung nasihat, petunjuk, ajaran
dan larangan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Ungkapan
hadih maja telah menjadi simbol dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Hampir dalam setiap aspek kehidupan dan budaya masyarakat Aceh
menggunakan hadih maja sebagaibahasaperamamyanghdangmmji,
mencandai, bahkan menghujat. Biasanya, kalimat-kalimat dalam hadih
maja tidak bisa diartikan secara tersurat, tetapi harus dipahami dengan
penafsiran yang tersurat di dalam kalimat dan untaian kata-kata tersebut,
sehingga makna yang tersirat dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan
bagi masyarakat. Iskandar Norman, Hadih Maja (Makna Filosofi Hidup Orang
Aceh), Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2011, hal. 2-3.

12 T.Ibrahim Alfian, dkk., Adat [stiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh,
Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978,
hal. 153, i

13 Tgk Muhammad, Imeum Mukim Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen,
Wawancara tanggal 5 Oktober 2016. e
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pendapat yang dikemukakan oleh M,
Kecamatan Indrapuri bahwa: \

“Penyelesaian sengketa melalui m@ dalam m:symhg_r
Aceh sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang. Ai
beratkan pada perdamaian dan persaudaraan. Ha]
ini dikarenakan adat-adat yang berlaku di dalam masyarakat i
sehari-hari sebagian besar berasal dari ajaran Islam dan
diwariskan secara turun-temurin. e :
Bagi masyarakat Aceh, agama dan adat menjadl: dua pilar
penting dalam penataan kehidupan sosial. Inte'g'rim adat dan !
agama ini dapat dilihat dalam makna hadih maja “Adat bak po
teumereuhom, hukom bak Syiah Kuala” . Sisi-sisi kehidupan sosial |
budaya Aceh dibangun atas dasar agama dan adat yang men;adi,
suatu sumber dalam penataan sosial yang berlangsung di Aceh” |

Hal ini sebagaimana

menitik

14 PocusGmupDim:ssion(K?D}diBandaAchtznggaISOkmbems

15 M, Husein, Sekretaris Imeum Mukim jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten
Aceh Besar, Wawancara tanggal 13 Oktober 2016. N

16 M. Husein, Imeum Mukim Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Ad
Besar, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

17 Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: F
Pelajar, 2006, hal. 129.
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rpaduan antara agama dan adat menjadikan budaya Aceh
::;"pdi <uatu bentukan yang unik dan khas. Dengan identitag
kal adat yang demikian, melahirkan berbagai nilai-nilai kearifan
I;ng sejatinya membentuk karakter budaya masyarakat dan terys
:e,-implementasikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk
galam proses penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, memiliki nilai-nilaj
wearifan lokal. yang menjadi pegangan para pemangku adat dalam
memutuskan suatu persoalan guna mewujudkan kedamaian dalam
kehidupan masyarakat. Nilai yang dimaksud merupakan sifat-
sifat atau hal-hal yang sangat penting dan berguna serta dapat
menjadi tolak ukur suatu kebaikan yang tercermin dalam proses
Ppm-elsaian sengketa. Adapun nilai-nilai lokal yang diaplikasikan
dala'm penyelesaian perkara melalui mediasi komunitas adalah

5ebagal berikut:

1. Menjaga Harkat dan Martabat

Salah satu nilai yang terpenting dari proses penyelesaian
sengketa melalui peradilan adat atau mediasi adalah untuk menjaga
marwah dan martabat atau harga diri seseorang, Bagi masyarakat
Aceh penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan
upaya menjaga marwah diri, kelompok dan sekaligus menjaga
tatanan hukum adat itu sendiri. Oleh karenanya penyelesaian,
melalui mediasi dianggap sebagai sebuah kemuliaan, sebaliknya
penyelesaian masalah melalui peradilan formal dianggap sebagai
sebuah hal yang tabu. Pernyataan ini tercermin dalam ungkapan
hadih maja berikut ini:
pantang peudeng melinteung sarong
pantang rincong melinteung mata
pantang ureung geteuoh kawom
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pantang hukor geuba ¥ meja

dimasukkan ke dalam sarungnya secara

Pantangan pedang
terbalik
Pantangan rencong dimas
mata terbalik

Pantangan orang dihina keluarga mex.'eka
Pantangan hukum Jibawa ke meja hijau

bahwa bagi masyar

i dilaku
pabila ko
Karena penyelesaian melal

dak dap
bkan terputusnya hubungan silatura

kan melalui peradil

suatu pantangana
peradilan formal.
pada tataran tertentu ti
bahkan akan menyeba
yang berakibat pada hilangny2 har
Atas dasar menjaga marwah atau kewibawaan,
dulu masyarakat Aceh lebih mempercayakan dan cende

menyclesaikan sengk
gampong maupun mukim.
Mengenai kecenderungan

adat ini dapat diamati dari

Gampong Neusok Aceh Besar yang mengatakan bahwa:

“Di Gampong Neusok, sejak saya kecil sampai sekarn‘n '

masyarakat menyelesaikan permasalahan di antara mereka
cenderung mengedepankan penyelesaian secara a.

Penyelesaian secara adat lebih nyaman, karena tidak meng
adanya pihak yang menang dan kalah. Kedua belah pil
dengan senang hati menerimanya. Kami pernah menyelesaikar
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ukkan ke dalam sarungnya dengan H

nilai filosofis yang sangat ti o t

akat Aceh penyelesaian sengketa atau Konfljj
an adat, dan merupa o

nflik yang terjadi diselesaikan melalyj+
at mewujudkan rasa keadilan g b

tat dan martabat diri seseorz i

eta melalui peradilan adat, baik ting

masyarakat memilih penyelesaia
pernyataan Mansurdin, Geuchik

rkara seperti pencurian, pemukulan dan kecelakaan laly
lintas. Kasus tabrakan sampai patah dapat kami selesaikan
dengan peumatjaroe, peusijuek dan adanya peng lapek (uang
pengganti) untuk membiayai pengobatan”."*
Kecenderungan penyelesaian sengketa melalui hukum adat
ini terjadi di seluruh Aceh meskipun ada juga orang tertentu yang
membawa kasusnya ke peradilan formal. Penyelesaian kasus
melalui jalur formal biasanya hanya menyelesaikan masalah secara
{ahir saja, secara batin belum tentu dan sangat memungkinkan
munculnya dendam diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya
penyelesaian melalui peradilan adat lebih komprehensif,
permarwah dan hati pun tenang dan damai." Putusan yang diambil
atas dasar kebijaksanaan serta tidak ada pihak yang kalah-menang,
karena mediasi adat bertujuan menyelesaikan sengketa dengan
tetap mempertimbangkan marwah dan harga diri dari para pihak

yang bersengketa.

2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan
Persaudaraan

Pada dasarnya pelaksanaan proses mediasi komunitas
menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam
proses perdamaian secara adat, selain untuk menegakkan keadilan
juga untuk menjaga persaudaraan sesama. Atas dasar ini maka
para pihak merasa perlu berdamai dan kembali merajut hubungan
kekeluargaan..”

Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

S ———————
18 Focus Group Discussion di Kabu:
2016. Lo paten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober

19 Turham AG, Akademisi Kabupaten Aceh T
Oktober 2016, s engah, Wawancara tanggal 8

20 FocusGmupDiscuxslon(FGD)deMm”]sal.l 206,
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Menyoe but ka tameu gob-50¥
sikrek jeunerob jet ke dmod.
Menyo ka ta medroe-droe
duro lam aso glah faputa”

janggap urusan sendiri-sendiri

batang penyangg? pagar pun menjadi sumber masalah ‘
:balikngya jika suatu perbuatan dilakukan secara bersama-gam,

duri dalam daging dapat dikeluarkan

Jika suatu perbuatan d

permakna bahwa suatu perbuatan yap,

mempertimbangkan aspek kekeluargagn

biasanya akan sangat sulit bl.g(l:
o

Hadih maja ini
dilakukan dengan tidak

derun individualis, ‘
:anl:se.:k:; sfbaliknya jika aspek kekeluargaan dikedepankan
15€ 5

mudahkan para pihak dan mediator dalam menghasilkan
S i Walau dalam keadaan sesulit apapup, -
kesepakatan perdamaian. YVaiatl & . |
jika kedua belah pihak memiliki niat yang baik tentu aka 5
mendapatkan hasil yang memuaskan. p
Karenanya, dalam pelaksanaan mediasi mengedepankmi
nilai kebersamaan dan kekeluargaan agar tidak ada pihak yang
merasa dikalahkan berdasarkan prinsip menang-menang bukz
kalah-menang, sehingga setelah kasus selesai ditangani, para piha
dapat menjalin hubungan yang lebih baik yang sebelumnya telz .
renggang. Pernyataan ini selaras dengan jawaban responden, d
mana sebanyak 49.5 persen menyatakan sangat setuju bahwa
penyelesaian melalui peradilan adat dapat memperkuat hubuny
persaudaraan, sebanyak 48.4 persen responden menyatakan se
dan hanya 2.1 persen yang menyatakan tidak setuju.

B Bk g e

21 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober |
2016. ‘
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Nilaj persaudaraan merupakan nilai terpenting dalam
nyelesaian sengketa. Para pihak yang berperkara
dlpcrmek““ dalam suasana yang sejuk dan damaj tanpa
menjustifikasi pihak yang salah dan benar terlebih dahuly,
tetap! perusaha memperbaiki sikap dan perilaku yang dianggap
Kurang tepat dan keliru. Proses awal persidangan dimulai dengan
memberikan nasihat bahwa kita berangkat dari satu keluarga yang
harus saling menghargai, mengisi, memberi dan memperbaiki,
Karena mereka mengetahui dan sadar bahwa mereka adalah
gaudara, sering kali mereka akan berdamai karena memilikj

hubungan kekeluargaan.”

Kalau ada perilaku yang kurang tepat supaya bisa diperbaiki
sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Aceh,
Bagi orang yang melanggar norma yang telah disepakati, maka
{a harus ikhlas menerima konsekuensinya yang juga merupakan
kesepakatan dan komitmen komunitas. Biasanya apabila mencapai
kesepakatan damai antara kedua belah pihak, ikatan keluarga yang
terjadi perselisihan akan menjadi lebih kuat bahkan telah dianggap

sebagai sanak saudaranya ®

gotiap proses pe

3, Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan

Tujuan terakhir yang ingin diwujudkan melalui mediasi
komunitas adalah tercapai perdamaian antara para pihak dan saling
memaafkan. Kesadaran untuk memberikan rasa maaf ini didasarkan
pada kemauan dan keikhlasan para pihak. Jika penyelesaian suatu
persoalan yang tidak dibarengi dengan sikap saling memaafkan

22 Baharuddin, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 11
Oktober 2016.

23 Tgk. Muhammad, Imeum Mukim Makmur Kecamatan Makmur
Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016; Turham AG, Akademisi
Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016,
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antara para pihak, dikhawatitkan akan terjadinya persoalan Yang
Tebit kompleks, Oleh karena itw, para pihak yang sedang bertikaj
melalui pendekatan mediasi komunitas didorong untuk saling '
memaatkan,

Biasanya proses saling memaafkan difasilitasi oleh tokap
adat yang terlibat dalam penyelesalan sengheta, baik melaluj
kegiatan yang seremonial atau langsung pada saat setelah adanyy
kesepakatan perdamaian. Proses ini sering dinamakan dengan
istilah peumat jaroe (saling berjabat tangan) dan peusijuek yang
memiliki makna yang penting sebagai bentuk pemaafan sekaligug
sebagai penghilang dendam di antara para pihak.

Ketua MAA Aceh, Badruzzaman lsmail mengatakan bahwa
peumat jaroe merupakan simbol hilangnya atau sudah tidak ada
rasa dendam dan permusuhan dari pihak yang bertikai yang
diakhiri dengan prosesi makan-makan dan doa.™ Peumat jaroe
merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang
bersengketa, dengan harapan sengketa dan konflik antar mereka
dapat segera berakhir. Nilai yang muncul dari prosesi peumat jaroe
adalah menghilangkan rasa dendam dan munculnya persaudaraan
kembali. Kalau dendam sudah hilang, persaudaraan akan terbina
kembali.

Dalam proses perdamaian, peumat jare tidak hanya dilakukan -
antara para pihak, kalau penyelesaian sengketa dilakukan di !
meunassh yang disaksikan oleh warga gampong, maka di akhir
acara para pihak harus juga berjabat tangan dengan semua
warga yang hadir. Dengan cara seperti ini membuat pihak yangi
bersengketa terutama pelaku, akan merasa diterima kembali ke |

24 Barduzzaman lsmail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi
Wawancara tanggal 5 Oktober 2018,

mwh-tvnxnh masyarakat karena sudah dimaafkan .
yany diperbuatnya.

Dalam proses peuntat jaroe, pihak yang memfasiligag a
mediator sering mengucapkan kata-kata Khusus e -
nasehat soperti: “Nyo kaseb oh 110 bek na dendam ee, Nyo bac]ﬂ“:ksc
jalinan silaturralimi, karena nyan ajaran agama o
ini sudah cukup di sini dan jangan ada dendar lagi -
diharapkan menjadi jalinan silaturahmi, karena bersal,
agama kit) Ungkapanini menjadi nasehat supaya ke depan
nengulang! 1agi perbuatan yang keliru dan salah seby
telah dilakukan, dan diharapkan pihak yang e t
caling memaafkan dan menjalin kembali silaturahmi yang te pa

Menarik untuk melihat bagaimana nilai pemaafan inj ketika
proses penyelesaian sengketa, seperti yang dialami oleh Razalj
Hasballah, mantan mukim dan tokoh masyarakat Kabupaten
Bireuen, sebagaimana cerita di bawah ini:

Ada cerita menarik bagaimana sebenarnya, bahwa proses
penyelesaian sengketa kadang-kadang terjadi di luar dugaan
kami, ada kasus dalam penentuan biaya ganti rugi antara pihak
tidak tercapai sebuah kesepakatan, sampai dengan pukul 12
malam. Dengan berbagai mediasi yang dilakukan, korban
tetap menuntut ganti rugi sebesar 1 juta, sedangkan pelaku
hanya mampu membayar 200 ribu. Pelaku bersikeras kalay
tidak mau membayar ganti rugi 1 juta, ia akan menuntut balas
sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku pada
dirinya. ‘

Dengan situasi yang demikian, pelaku yang tergolong dari
kalangan miskin, dengan iba dan muka sedih mengatakan: “lon
tanggong denda ryo, lon mita pat yang mungken, karena lon ka salah,

dan bek na uke masalah ke keluarga lon karena perkara " (saya
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Dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatyy
Jalam peraturan perundang-undangan, keadilan bagi korbag,
kurang mendapatkan perhatian. Korban hanya mendapatkap
kepuasan batin karena pelakunya dihukum dengan hukumap
penjara. Kerugian yang dialami olehkorbanhmgmendapaﬁan
perhatian. Berbeda dengan proses penyelesaian secara adat
yang mempertimbangkan keadilan bagi korban. Korban akan
mendapatkan kembali serta menutupi kerugian yang dialaminya
akibat dari perbuatan pelaku.

Kepedulian kepada korban diwujudkan dalam adagium “Lykg
tasiphat, darah tasukat”, artinya luka diukur, darah diperhitungkan,
Ungkapanirﬁmengandmtgmh\aﬁlosoﬁsbahwakemgimkom
diperhitungkan secara bijaksana dan sesuai dengan fakta yang
terjadi, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Sedangkan pelaky
harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya,
Untuk menutupi kerugian bagi korban, kebijaksanaan tokoh adat
sangat diperlukan dalam menetapkan sejumlah sanksi. Tokoh adat
perlu mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh
korban dan membebankan kepada pelaku melalui kesepakatan
yang dibangun bersama-sama,

Atas dasar tersebut, pemangku adat dalam menetapkan
jumlah besar sanksinya harus memperhatikan kerugian yang
dialami korban dan kondisi finansial pelaky, dan pertimbangan-
pertimbangan lainnya. Tujuannya adalah supaya putusan yang
dihetapkandalamperadilanadatdapatnmgaktﬁripeﬂramdm
mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah dan Fleksibel
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sekali Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

Tamedmakom ngon adat
harts teiap syedara na
Berhukum dengan adat
harta zkan tetap, hubungan saudara terjaga
Pbdﬂnma;adiaﬂsumberikanpsankepadamw
mpavalebihnuxgedepankmhukum adat dalam menyelesaikan
mmhhb&m@mnthayadanmbangtmhuhnm
Hal ini mendapat pembenaran, karena dalam proses
formalhamsmda!uibebaapamlupan-tahapanynngdhnuhidm
dingadih:LSehinim,paﬂpihAkymsberperkarakadmghh
saingmmggmakmjasaadmbtymgnmwumhhnbiayabm
Efisiensi waktu dalam proses penyelesaian perkara sebenarnya
sangat ditentukan oleh para pihak Para pihak yang memilikj
nikadbmhmtukmveiesa.kanstngketaahnbadampakp.h
apmyapmsspemdanngalamhadihmajaAcehdisehmn
“tasarek pamyang talingkang paneuk”, artinya suatu persoalan bila
ingin diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi besar,

sebaliknya bila ingin disederhanakan dengan saling membgd i
maaf, tentu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan.® Hal :
ini seperti yang diungkapkan oleh Zuhrah, hakim Mahkamah {;
Syariyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah bahwa penyelesaian
melalui peradilan adat berlangsung secara cepat dan murah |
karena ada kecenderungan masyarakat taat iewdaadatdmm“

2 T M Dumed, Penevapas Siatews | hal 71
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7 Dari segi waktu, perdamaian secara adat g
o unrsa:ef:m W:fl“f”‘“"‘ wakiodnt mmmd': O
o pernyataan ini sejalan dengan pendapat M. Arifin Aby,
s | Kabupaten Nagan Raya yang mengatakan bahyyy:
« _kelebihan proses perdamaian secara adat dibandingkan
pukum formal, prosesnya tidak terlalu panjang, perdamajan
qecara adat biasa terselesaikan dengan sama-sama ikhias anar,
kedua pihak untuk mengakhiri sengketa atau perseli
terjadi. Keutamaan nilai yansgukm "‘mm
Penyelesaian tidak terlalu lama, dan tidak menghabigkan
panyak biaya™ >
Hal senada juga diungkapkan oleh Fajran Zein bahws
Penvelesaiﬂn sengketa secara adat lebih murah dan efektif:

< bayangkan kalau ditangani di pengadilan,
kehilangan ayam lalu malah bisa hilang kambi m"
biayanya mahal. Karena sering kali proses
menempatkan korban dan pelaku pada jarak yang jauh
sehingga tidak ada rasa keadilan. Peradilan adat dipes
mengembalikan kondisi seperti sebelum peristiwa itu terjadi.
Apabila korban itu kehilangan kendaraan, maka kewaji
pelaku untuk mengembalikannya dan kemudian si pelaky
mendapat pengampunan. Dalam hukum positif tidak ada

¥ Zuhrah, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah,
Wawancara tanggal 11 Oktober 2016. :

28 M Arifin Abu. Akademis Kabupaten Nagan Raya, Wawancars tanggsl
Oktober 2016,
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itu. Korban tidak dikembalikan haknya, pelaku juga tida)

diampuni”.?

Jadi dapat dikatakan bahwa proses mediasi melalui adat jn;
lebih efesien, cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini sejalan dengap,
jawaban responden sebanyak 67 persen di antaranya menyatakap,
setuju dan sebanyak 30 persen menyatakan sangat setuju bahw,
peradilan adat dapat berlangsung dengan cepat dalam memutuskap,
suatu perkara, hanya 3 persen saja yang menjawab tidak setuju,

Selain itu, mediasi komunitas memiliki nilai fleksibilitas yang

cukup tinggi. Dalam artian dari proses mediasi sampai pengambilan
keputusan memiliki kelenturan dan kebijaksanaan, sehingga bebag
dari kesan kaku dan monoton. Biasanya proses mediasi melalyj
adat ini mempertimbangkan kondisi atau kemampuan dari pary
pihak yang bersengketa. Misalnya jika dipandang tidak sanggup
potong sapi, maka atas dasar pertimbangan bisa saja diganti
dengan kambing. Boleh jadi para pemuka adat juga memberikan
kelonggaran waktu agar ada kesempatan untuk mengumpulkan
uang terlebih dahulu bagi orang yang mesti membayar denda. Bagi
sebagian orang memang tidak ada masalah, akan tetapi ekonomj
masyarakat itu tidak semuanya sama.*

Nilai fleksibilitas ini juga dapat dilihat dari cara memahami
sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Dalam konteks peradilan
adat, biasanya perkara yang besar atau sulit untuk diselesaikan
harus dilihat dan dipahami secara sederhana, sedangkan perkara
yang kecil kalau bisa dihilangkan sama sekali, tidak perlu untuk
dibesar-besarkan. Karena yang lebih mulia dalam kehidupan
sehari-hari adalah bagaimana kita dapat bersinergi dan berbaik-

29 Fajran Zein, Direktur Aceh Institute, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016,

30 M.Saleh Jusin, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, |
Wawancara tanggal 9 Oktober 2016, L
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' terhadapsesamasaudam.ﬂalinitermgkap dalam |
aaja berik
Yang rayeuk tapeu. ubeit

yang ubeut tapeu. gadoek
taujroh jroh sama syedara

Perkara yang besar kita kecilkan
Perkara yang kecil kita hilangkan
Berbaik-baiklah sesama saudara

C. Asas-Asas Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara adat memiliki asas-asas tersendir;
yang mencerminkan karakteristik dari hukum adat yang hidup
dalam suatu komunitas masyarakat. Asas hukum adalah aturan
dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumny,
melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, asas berarti hukum dasar yang
menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan merupakan
dasar cita-cita.” Satjipto Raharjo berpendapat bahwasanya asas
hukum adalah asas yang penting dan pokok dari peraturan hukum,
Asas hukum bisa juga dinamakan jantungnya hukum, karena ia
merupakan landasan yang paling luas bagi peraturan hukum®

Maka dapat dikatakan bahwa asas hukum adalah bukan
merupakan peraturan hukum yang konkret, tetapi pikiran dasar
yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan
yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum, teraplikasi

31 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008, hal. 96.
32 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
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dalam peratyran Perundang-undangan dan putusan hay:

mernpakm tatanan nilai tertinggi dalam setiap sisht::'?
yang fidak boleh dikesampingkan oleh para hakim Ukup,
Penyelesaian sengketa. Hasil penelitan terhadap berbaggi o 2P
yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dapat i ::"zkeh
2525 penyelesaian sengketa mellui peradilan adat yainy, P2

1 Asas Perdamaian

Asas perdamaian sangat penting agar proses Peradilan ,,
dapat menghilangkan dendam dan permusuhan, serty dadat
menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Ha] Inj dapat dilihag dPlt
px"oses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh ady
Px mana para pihak yang telah didamaikan, seringkali *erjau:;
ikatan persaudaraan di antara mereka, Bahkan menjadi bagian darj
keluarganya sendiri seperti memiliki hubungan darah,

Salzh satu ciri dari pendekatan adat dan budaya adalah
kuatnya kohesi sosial yang ada dalam masyarakat, jadi ketika ada
kerenggangan, maka akan dengan mudah dijalin dan dirapatkan
kembali, Hubungan yang baik akan sangat sulit diwujudkan bily
penyelesaian ditempuh melalui pendekatan formal prosedura]

yang melibatkan aparat hukum seperti kepolisian, hakim dan
kejaksaan®

Terwujudnya kesepakatan antara para pihak, maka secarg
Vtomatis rasa dendam bisa dihilangkan dalam diri pribadi masing.
masing, Menurut Badruzzaman, asas tidak menimbulkan dendam
berasal dari sjaran Islam yaitu hubungan manusia sesama manusia
Mummhan-m)danhubw‘gm dengan Allah (hablum min Allah),

Ajaran Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selaly

B Badrozzaman lemail, Ketus Majelis Adat Aceh (MAA Aceh,
Waewancers wnggal 5 Oktober w’:s. R s
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.\ dengan saudaranya. Oleh kamna ih.x, he:daklah
paik : engketa dan pertikaian Dalam
gbun8®" > nghindari $

W:ad nai 427 m an: “Sesungguhnya orang-orang mukmin
i’qurmAUah swt g - mlah diantara kedua saudaramu dan

:’:M

mai atau peaceful resolution yang bertujuan

10) PenYeIBSf’iat:k‘:: keseimbangan dan kedamaian dalam
unlﬂk eng::am Bahasa Acehasas ini dikenal dengan ungkapan:
t

bek patah” artinya, ular dapat mati tetapi

iangan sampai patah”. Dengan demikian yang

ranting ka)"_‘dla k ada merasa menang dan kalah, rasa keadilan

perperk? k:re“a tidak ada pihak yang terzalimi dan kedamaian
uhi

emenuhi Rasa Keadilan
Jesaian sengketa melalui peradilan adat yang
Peny;an dengan peradilan formal adalah terpenuhinya rasa
mcm.bc - asvarakat. Proses penyelesaian sengketa dengan pola
kead.da.nkr:;,;:nims pada prinsipnya dapat menetapkan putusan
mcdlas;erkendilan dan memuaskan para pihak. Adapun konsep
secuﬁ‘lcm jan yang perlu diperhati kan yaitu: kalau mengukur sama
panj):ﬂ& kalau menimbang sama berat, dan tidak boleh berpihak
pada kelompok atau pribadi tertentu, menetapkan secara lurus dan
penar harus menjadi pedoman bagi tokoh adat. Ukuran kebenaran

perdasarkan kehendak adat dan syarak serta menyelesaikan setiap
a harus dengan adil, “bek lagee ceng brat siblah® artinya

Jeu bee

2 Asas M

sengket
’_'-_ :
3 Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Resolusi Konflik berbasis Kearifiny Lokal,
Laparan Penelitian LPPM Unimal, 2016, hal. 33,
3 Badruzzaman lsmail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh,
Wawancara tanggal 5 Oktober 2016,
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?‘“Isln seperti timbangan yang berat sebelah. Seorang mediaqy 4
Juga harus menghindar seperti hadih maja berikut: “meuyoe ta bengy

lew pew daleh, menyoe ta galak salah pih beuna”, artinya kalau sudah
fasa benci banyak alasannya tapi kalau sudah suka walaupun salap
tetap dibenarkan.

Selain itu juga dikenal pepatah Aceh lainnya yaity “tip.

tip but yang rayeuk ta peu ubeut, yang ubeut tapeu gadoeh, artinya
setiap masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita
hilangkan, Dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasj
ini terdapat nilai-nilai agama yakni menjalakan aturan-aturan yang
ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Penyelesaian sengketa adat
jelas terealisasinya rasa keadilan bagi para pihak, karena yang
dikedepankan adalah terwujudnya keadilan dan menghilangkan
dendam antar para pihak.*

Asas keadilan juga bermakna bahwa penyelesaian sengketa
harus melibatkan para pihak dan memberikan kesempatan yang
sama (equality hefore the law) selama proses persidangan untuk
mengemukakan pendapatnya serta membantah argumen pihak
lawan. Sedangkan mediator bertugas untuk menyimpulkan
kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan para pihak untuk
mengambil keputusan.” Berdasarkan prinsip tersebut, maka
penyelenggaraan peradilan gampong atau peradilan mukim,
haruslah orang yang bijaksana dan arif serta orang pilihan yang
disegani oleh masyarakat. Dengan demikian, sengketa yang sedang
ditangani dapat dicapai suatu kesepakatan damai, jangan sampai
sengketa tersebut justru menciptakan masalah baru yang lebih

berat. Demi tegaknya keadilan maka kepada pihak yang bersalah

36 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Acel, tanggal 5 Oktober 2016,
37 T.M. Djuned, Pencrapan Sistem..., hal 1819,
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pentuk materi dan bila bersifat rohan

. rugi bila ber
S at jaroe (minta maaf ).

nti
:iann?: g:usii““k Sy

Musyawarah dan Mufakat
3 esalan sengketa melalui mediasi pada dasarnya
peny€!® usyawarah dan mufakat. Hal ini dapat diisyaratkan
ha'j;ig\ maja “tatarek panyang talingkang paneuk”, artinya
alam ssalahan itu sangat tergantung pada kebijaksanaan
ihak, setiap sengketa kalau mau diperpanjang bisa jadi
ara P ds;n sebaliknya kalau mau disederhanakan atau pun
an
di:iiaﬂik“" -l ot
Asas musyawarah dan mufakat ini telah melel.:at dalam proses
closaian sengketa di Aceh. Karena pada prinsipnya, nilai-nilai
peny i persentuhan dengan adat istiadat diterjemahkan dalam
f::;zs pcnye]csaian sengketa yang bertfxiuan untuk mewujudkan
edamaian dalam arti menyeluruh, baik kedamaian dalam diri
individu, masyarakat maupun negara. Perwujudan kedamaian
ini hanya dapat diperoleh melalui kesepakatan-kesepakatan yang
dibangun melalui musyawarah untuk mencari solusi yang tepat
qalam berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.

Rusidi Ali Muhammad mengatakan bahwa pola penyelesaian
konflik yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang mengedepankan
prinsip musyawarah dan mufakat telah mencerminkan nilai-
nilai ke-Islaman. Dalam Islam, pola penyelesaian menggunakan
pendekatan musyawarah dikenal dengan istilah shulhu. Dengan
adanya penyelesaian perkara diharapkan di antara mereka yang
bertikai dapat hidup rukun dan damai kembali. Agama Islam

d
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nilai-nilai silaturahmi, ukhwal islgy,

persaudaraan antara sesama manugj,
dari llSaha pmyel %

sangat menjunjung nilai
dan membangun hu bungan

akan inti
Asas mus awarah merup
> nghasilkan keputusan yang mengakom, iy

(-
:;gef\(:;g:rx:“;r:‘pihak yang bersengketa. Seben,m',),a' eseng;
dari mediasi adalah mengajak dan mendorong para. pihak unty
bermusyawarah dan bermufakat d'alam penyelesaian persOalan
atau pertikaian yang mereka hadapi- .

Musyawarah ini perlandaskan ajaran agama Islam yang
elesaian suatu masalah dengan jalay
musyawarah yaitu wasyawirhum fil amr (ajaklah Mereky
bermusyawarah). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Qs; A4
[mran: 159 yaitu memaafkan seseorang, mer?doakan yang terbajy
untuknya dan permusyawarah atau bekerjasama dalam sega],

persoalan yang dihadapi.

menganjurkan peny

4, Asas Ikhlas dan Suka Rela |
Ikhlas dan suka rela merupakan asas yang cukup Penhng
dipraktikkan baik yang berperkara maupun mediator yang
menyelesaikannya yaitu keuchik, imeum meunasah, tuha peyt,
Sebab jika asas ini tidak menjadi pertimbangan oleh para pihak
sulit sengketa dapat diselesaikan. Suatu perkara akan dapat diakhirj
dengan baik, jika para pihak memiliki keinginan menyelesaikannyz
secara baik, berdasarkan keikhlasan dan kerelaan.¥

38 Rusjdi Ali Muhammad, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Goeth
(UIN) Ar-Raniry, Wawancara tanggal 12 Oktober 2016.

39 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Age, |
Wawancara tanggal 5 Oktober 2016. £
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sdanya keikhlasan dan dengan suka rela memilih pera iy
sebagal solusi dalam penyelesaian masalah yang mereks e
piasanya akan membuat segala putusan atay ey af:x,
ditetapkan tidak dilaksanakan, atau sebaliknya korban tidak ahg
mungkin menyelesaikan melalui peradilan adat tanpa ada kerelaan,
Karena kunci dapat diselesaikan sengketa melaluj peradilan ada
adalah adanya kerelaan di antara para pihak, baik korban o
pelaku, termasuk para mediator atau hakim peradilan Y

5. Asas Cepat, Mudah dan Murah

Setiap proses peradilan adat mengandung asas cepat, mudah
dan murah (accessibillity to all citizens) bagi para pihak yang
menyelesaikan perkara. Beberapa aspek tersebut menyangkyt
dengan biaya, waktu dan prosedurnya.® Perdamaian secara adat
dapat diwujudkan dalam waktu yang cepat tidak berbelit-beljt
seperti peradilan formal. Di samping itu biayanya juga murah,
karena sudah menjadi rahasia umum bahwa jika membawa perkara
ke ranah peradilan umum maka biayanya cukup mahal. Bahkan
ada pepatah mengatakan, “yang hilang ayam, biaya pengurusan
yang dikeluarkan seharga lembu”. Sedangkan peradilan adat tidak
mahal karena hanya diselesaikan pada level gampong atau mukim,
bahkan di beberapa daerah seperti di Lhokseumawe dan Aceh
tengah satu sengketa dibiayai oleh pemerintah melalui Majelis
Adat Aceh.

Asas ini biasanya menjadi pertimbangan utama dari para hakim
peradilan adat, dalam memberikan nasihat ketika persidangan
yang paling penting disampaikan adalah persoalan terkait efisiensi,
baik dari segi waktu atau biaya. Seperti yang dituturkan oleh Razali

40 Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat

yang Adil dan Akuntabel, Banda Aceh: MAA, 2008, hal. 7.
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Hasbaﬂahdalampros&persidanganiaseﬁngmembeﬁkanw

sebagai berikut: :
“Ini saya ingatkan kepada saudara, jangan sampai ayam kit
matikaxenaditabrakolehmobil,lalukitabawaheranam_mklutl
dengan menggadaikan tanah untuk biaya kepengurusap 3
pengadilan. Padahal harga ayam tidak seberapa tetapi kag
kita lebih mau merugi untuk mempertahankan ego dalam
menyelesaikan masalah tersebut sampai ke pengadilan, saya
memberikan nasehat untuk menyadarkan kepada yang
berselisih, setelah itu baru ditanyakan apa yang menjag;

permasalahan dari kedua belah pihak”

6. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan atau transparansi (transparency) untuk umum,
juga menjadi ciri dari peradilan adat. Semua proses peradilan, baik
yang menyangkut penerimaan pengaduan, pemanggilan saksj,
persidangan, maupun penentuan putusan harus dijalankan secara
terbuka. Intinya, asas dasar persidangan melalui peradilan adat
menganut asas terbuka untuk umum. '3
Tetapi tidak bersifat mutlak, disesuaikan dengan kebutuhan
dan jenis perkara yang sedang diselesaikan. Untuk perkara yang
sifatnya membuka aib seseorang, seperti kasus pelecehan seksual, -
apalagi terhadap anak-anak, biasanya pertimbangan dari medmm,w
atau majelis hakim peradilan adat dilakukan secara tertutup dan
dilaksanakan di tempat yang khusus seperti di rumah keuchik,
bukan di meunasah. Karena kalau mmPamyadjmeumsahbiasmyé;‘
terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat secara‘:j-'
luas. ] é

41 Tgk. Razali Hasballah, Mantan Mukim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten
Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016. e
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As2S Kekeluargaan
7. enerapanases kekeluarga.an merupakan sebuah upay, 4
lesaian sengketa agar tidak terputusnya tali silaturpy;
pert ssas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling Menghargy;
palam ; mengasihi perlu mendapatkan Pel'timbangan llnt:]:
emutu-"k‘m perkara sehingga suasana keakraban dan h“bungan
}Zkelu argaan tetap dapat terjalin setelah sengketa ity terselesaikan,
para pemangku adat dalam penyelesaian setiap sengkety
angat perlt mempeﬁim?mgkan-asas kekeluargaan, sehip
apapun putusan yang disepakati tetap dapat mengikat para
ihak dalam hubungan kekeluargaan, bukan sebaliknya setelal,
gersi dangan malah akan memutuskan persaudaraan dan
Sﬂaturahmi di antara para pihak yang berperkara, Dalam asas
ekeluargaan, perlu dibangun suasana sebagai sebuah Keluarga
pada serangkaian tahapan dan proses penyelesaian sengketa,
pukan hanya berfokus pada selesainya sengketa semata, tetapi
pagaimana dapat mewujudkan hubungan yang lebih harmonjs di
antara para pihak layaknya mereka bersaudara dan satu keluarga,

8. Asas Persamaan di Depan Hukum

Peradilan adat harus memastikan adanya persamaan setiap
orang di depan hukum (equality before the law). Tidak boleh
adanya diskriminasi dalam proses peradilan disebabkan oleh jenis
kelamin, status sosial, etnis, maupun karena faktor umur. Setiap
masyarakat yang menyelesaikan perkara melalui peradilan adat
harus dipastikan mereka memperoleh hak-haknya sesuai dengan
aturan hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan
peradilan dan pengambilan keputusan.

Asas ini sangat penting dapat diterapkan karena akan
menghilangkan “tebang pilih” dalam menyelesaikan kasus-kasus
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Yang terjadi dalam masy
bahwa dalam status

Pemangku adat untuk memastikan semua orang
perlakuan yang setara di depan hukum.

9.

Asas Pembinaan

kondisi semula).

66

Bahkan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hujagm
(ABH),peradﬂanadatmdorongagaranaktemebutdapat g
melalui sanksi yang ditetapkan. Sifatnya sanksi tersebut bizgs
ditujukan untuk pembinaan sekaligus perbaikan kondisj a
bukan bersifat sebagai penghukuman atau menyakiti. Maka g
anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi-sanksj s
membersihkan meunasah atau masjid atau fasilitas umum;
d:gampongmerqad:mu’azzmdxmdsehmabebemm
tertentu; menghafal juz ‘amma dalam jumlah tertentu; dan |
lain menjadi sangat penting agar anak terbiasa dalam ebe

Pm]mmwumumm

arakat. Sthinsga rnay"‘k.t
sosial apapun akan mendapatkay,
¥ang sama. Ini dapat meningkatkan kepercayaan (trusg)
terhadap peradilan adat, karena adanya tanggung jaw.

ot

Asas pembinaan juga menjadi asas yang sangat
dalamn pelaksanaan peradilan adat. Asas ini mendor, o
orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan o &
orang lain dapat mengakui kesalahannya sekaligus dapat g ‘." 1
salah satu model pembinaan, agar pelaku tidak lagj -
perbuatannya tersebut kemudian hari. Peradilan ada .
mampu mendorong agar orang yang telah melakukan 3

dan kesalahan agar dapat memperbaiki dirinya dan
mengulangi perbuatannya tersebut kemudian hari. Kar,
maka peradilan adat atau mediasi sering disebut dengan regy,

= | 2 | Keadilan
e ; e rasa seperti timban berat sebelah
;ma(k&adﬂmyangnmuhhkandanmnperbmldkmdm e ot :

it engindar periaas yang salah an ida

Wuﬁnkdl

ik ang telah diuraikan di atas, maks
wwwhmmy asas-as3s penyelesaian sengkets

i

dapddﬂi}mdahmhbdbaikutﬁi:
T‘wn'wrmyduﬁznm

- 3 sl e i & ‘
Menyelesaikan setiap sengketa harus dengan
adil, “bek lager ceng brat siblak” artinya jangan

¥ 3
e W

las dan suka ;eia, baik para

42 M. Ridha dan Mubajir 2)-Fairusy, Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalu:

Peradilan Adat, Banda Aceh: UNICEF, PKPM, dan RIWG, 2016, hal 212.
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Asas transparansi (franspare
keterbukaan untuk umum ﬁdnkng). ,

lmsalnhyms

AGSAULNAT

Peradilan adat harus me e

kesetaraan setiap orang di d hukum
. .nl Domat®  Tidak boleh adanya diskriminasi dalam

rpmses peradilan disebabkan oleh jenis

Hukum
|

 kelamin, status sosial, etnis, maupun
faktor umur

. Mendoron

Asas-asas tersebut harus menjadi pedoman bagi mediator atay
tokoh adat dalam pelaksanaan persidangan dengan penuh “
tanggung jawab. Atas dasar tersebut, pemahaman dan kapasiteg |
tokoh adat menjadi kunci utama dapat teraplikasinya %
asas tersebut pelaksanaan persidangan. Karenanya, ¥y
kebijaksanaan para tokoh adat dalam memediasikan para pihak
fika tidak demikian akan mengakibatkan pada gagalnya M
mediasi. Dalam hadih maja Aceh dinyatakan: .
Mesmyoe carong tapeulaku
Bob labu fiet ke 2soe by
Mesirryoe han carong bapeulaku
Amessk temgios et ke beulaga

jemampuan toK ekt S

5 adat. Tokoh adat harus ) Be m
. wab, termasuk juga ke‘tcramp\lan dalam berkomunikasi,
P itasi dan memberikan wmml—pﬂnﬁm agar
oroses penyelesaian sengketa dapat berjelem deagsaspens
dmmumrasakeadﬂanhagmpﬂ“k

D. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

sebdumnyakumlgmmdapmpeuphmdﬁim, h
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terutama sekali struktur lembaga adat dan hukum adag yan
menjadi identitas kedaerahan di wilayah Indonesia. Hukyy, ﬂd:
adalah hukum yang tidak tertulis yang sifatnya tidak kaky, g -
tetapi terus berkembang mengikuti perkembangan lnasya,.:t:n
Konsekuensi inilah yang menempatkan bagaimana kemy, 4
mekanisme pelaksanaan hukum yang berjalan di masyal'aka
merupakan legitimasi dari kuatnya nilai-nilai adat dan aga \t
yang ada. Aceh sebagai daerah yang sejak dulu dikenal memg

teguh nilai-nilai agama dan adat dalam semua aspek kehidy, 8
pelaksanaan hukum yang berjalan di masyarakat terefleks
dalam wujud penyelesaian sengketa yang muncul di masy%t
Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dilam
peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yal
memberikan kesempatan kepada lembaga adat dalam penyelagy:. -
perkara merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lemhag
adat. Pengakuan tersebut diatur dari aturan yang paling t“\gg
sampai kepada aturan yang paling rendah seperti Qanun Gamm
(Peraturan Gampong). Secara hierarki, berikut ini akan dluraika';(
beberapa regulasi dan aturan hukum yang mengatur teﬂt&h‘é
lembaga adat dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengke‘ﬁ
yang terjadi di masyarakat, yaitu: b
sk
1. Undang-Undang Dasar 1945 w:ﬁ-.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah%;'
1945 mengatur tentang pengakuan kepada masyarakat adat da 1
hak-hak yang tradisional yang melekat pada kesatuan masyarg ; ;
adat tersebut. Pengakuan ini terdapat dalam Pasal 18 B
menyatakan :
1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satian
pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bers
istimewa yang diatur dengan undang-undang.
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gakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

Negara mer!

2) nasy arakat hukum adat beserta hak-hak h‘ad_isiona]_nya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

2 Undang-Undang
yU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
a. Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang~Uﬂdan8 Republik Indonesia Nomor 44 tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
[stimewa Aceh mengatur tentang adat dalam Bab IIl Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan. Pasal 3 ayat (1) UU tersebyt
menyatakan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan dari
pangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan
dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun
temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan Kemanusiaan,
Selanjutnya ayat (2) menyatakan Penyelenggaraan Keistimewaan
meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan
kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama
dalam penetapan kebijakan Daerah.

b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga adat dalam
Bab XIII tentang lembaga adat. Dalam Pasal 98 UU Nomor 11 Tahun
2006 merumuskan sebagai berikut:

1. Lembaga Adat mempunyai peranan penting dalam
penyelesaian sengketa di masyarakat. Lembaga adat
berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh
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dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang k ‘ '
ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masy :
2. Penyelesaian sengketa kemasyarakatan sec i
ditempuh melalui Lembaga Adat. dyy
Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayar o &
ayat (2), meliputi: Majelis Adat Aceh, imeum Mukipy d"t
mmahmMMchahummlam ke“dﬁkatgu N
lain, tuha peut ataunama lain, tuha lapan atay nam;‘eni
imeum meunasah atau nama lain, keujreun blang lah'
nama lain, panglima laot atau nama lain, Pawang .
atau nama lain, peutua seuneubok atau nama lain, 31%
peukan atau nama lain, dan syahbanda atau nam, I::k&
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerap
Pasal 1 angka (12) UU tersebut menyatakan bahwa pe. 'q_‘
Otonom yang dimaksud sebagai kesatuan masyarakat h “kumg
yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengaty; dﬁ
mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat ]
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dajs.
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya P
angka (43) menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atay
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesapu, -:
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwe
untukmengahndanmgurusUmsanPemezinmhan‘ cpenii ,'
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalag
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Dalam UU tersebut terutama pada Pasal 96 UU menye
bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pe
Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan ma

C.
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dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pasal 103
g Adat perdasarkan hak asal usul sebagaimana
Desa ey
Kewenﬂng G pasal 19 huruf (a) meliputi: pengaturan dan
ud erintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan
rusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial
dan pengt et peny8|5aian sengketa adat berdasarkan hukum
perlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan
adatyang 4si manusia dengan mengutamakan penyelesaian
arah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan
suai dengan ketentuan peraturan perundang-
eliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Adat perdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
gemban gan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi
asyarakat Desa Adat.

musyaw
besa Adat s€
undangan P

danpen
sosial pudaya m

e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
) o

Gecara khusus dalam penyelesaian sengketa di masyarakat
khususnya dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan
dengan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).
Dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut merumuskan bahwa Sistem
Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadil
Restoratif. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa Diversi
bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak,
menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan Formal,
menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, l
masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung
jawab kepada Anak.
Untuk memperkuat implementasi dari UUSPPA telah

dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun
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5

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Pery, 2
Pidona Anak. Pasal 4 ayat @) Perma tersebut merup i
Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mep
peﬁnm;;\m;epada penuntut umum yang melimpahkan
untuk menghadirkan: ﬁﬁ
1) Anak danorang tua/wali atau pendampingnya

2) Korban dan/atau orang tua/walinya, 2

3) Pembimbing kemasyarakatan. §

4) Pekerja sosial profesional. . 4

5) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perly ‘ ¥
dilibatkan dalam musyawarah. ‘m%

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Perg '-},‘
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanas.

Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 ci
Belas) Tahun, dalam Pasal 15 ayat (4) disebutkan bahwa d; i
hal dikehendaki oleh anak dan/atau orang tua/wali, pelaksag
musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang "~-_'j.}

atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping; dan)
atau advokat atau pemberi bantuan hukum.

2
eputusan

-

3. Qanun Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat

Bersama ?
|

a. Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mu i
dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mukim dal
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wew:
kepada mukim untuk: memutuskan dan atau menetapkan ht
memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggai
perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan
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yusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan oh 1
kept n'“.mbcrik;m kekuatan hukum terhadap sesuaty MEB d: e
adats B an lainnya menurut ada, dan menyelesai}

® uktl :
:ll:t:n yang berhubungan dengan adat dan istiadat.
pc WA g

hun 2005 tentang Pemerintahan Ga;
nun Nomor 5 Ta
b provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dalam
Qanun Nomer 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gamy

dalam provinsi Nanggr_f)e Aceh Di:u'ussalam, menegaskan
pahwa tugas dan kewajiban Pemermt?h Gampong ad alah:
menyelenggarakan sen;keta adat, menjaga dan memeliharg
Kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketenteran e
ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam
masyarakat Bersama dengan tuha peut dan imeum

di hakim perdamaian. th

menja
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Ke-hidupan Adat
dan Adat Istiadat
Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa adat adalah aturan
perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat
yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh,
Selanjutnya dalam angka 11 menyebutkan Hukum Adat adalah
seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup danberkm!g
dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar,
Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) Sengketa/ perselisihan adat dan adat
istiadat meliputi:

a. perselisihan dalam rumah tangga;

b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid;

c. perselisihan antar warga;

d. khalwat meusum;

e. perselisihan tentang hak milik ;

C.
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Penganiayaan ringar;

Pembakaran hutan (dalam
komunitas adat); g
Pdecémﬁmahhasut,danpe:mmam\m

Pencemaran lingkungan (skala ringan); |
Axmmmmg\cam(mgamungdan;ans ATCATIn |
Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adag 4.
adat istiadat. |
d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adgy

PasaIZQanuntersebutmmgahnsecaralengkap :
lembagaada.lcetzntuantersebutmyafakan:
1. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana pa
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerin i
2 Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud padaaya |
(1) adalah:
Majelis Adat Aceh;
Imeum mukim atau nama lain;
Imeum chik atau nama lain;
Keuchik atau nama lairy
Tuha peut atau nama lain;

Fat—‘r‘f“ r-?..mp
o

skala kecil yang me;

SR

me e g

: 76 M}wfmw“ = i _:i:,

awdl

Adatlsﬁada' =3 o
| 24 Pergub tersebut merumuskan perengmay
P:mdﬂp Penyemm/mnm = _,
masymkatdapatdzbmwoleh ;
2) Kepald Dusun/ Kepala Lingkungan/ Kepala |
antuk sengketa/ perselisihan yang teriadi & g J
kawasan peT umahan atau m - 3 ";i;
b) Lembaga adat Khusus dolam pecgriclan kawean
yang terpdi i kawasan perkebunan rakyat, s,
sungai, pasar, dan hutan; dan
¢ Tokoh perempuan gampong atau nama la
untuk penanganan awal sengketa/perselisiun
terkait dengan perempuan dan anak

PermKeu;rumB!zngDahumm T

s
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b) Keujruen Chik sebagaimana dimaksug Pada
Ya

menyelesaikan sengketa pemanfaatan air angy, t(lj‘
lintas wilayah kerja Keujruen Muda. peh'ﬂ

¢) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud Pada 5
menyelesaikan sengketa pemanfaatan ajr antar Y
dalam wilayah kerjanya.

d) Penyelesaian sengketa oleh Keujruen chik dan Key
muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danﬁuq
(3) dilakukan menurut adat yang berlaku diwilay RG.

e) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh K;h;y;
Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dim-*aq
ke Keujruen Chik.

f)  Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Ker:
Chik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskap
peradilan adat mukim.

g SuratKeputusan Bersama (SKB) Gubernur Aceh, Kapolda
dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/ Nox,

MAA/XI1/2011/ No: B/121/1/2012 tentang Peny

Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain dj Aceh,

ke

SKB ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam Proses
pelaksanaan mediasi di Aceh dengan adanya kewajiban dari apara;
kepolisian untuk menghormati dan memberikan peluang terlebih
dahulu dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjad
dalam masyarakat melalui peradilan adat gampong dan peradilan
adat mukim. Isi SKB tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong

dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur
dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun No. ¢ Tahun 2008 wajib
diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat |

ot gepolisian memberikan .kaem;:it:: :’W setiap
Apar /perselisihﬂ“ seb.agaxmana' ud pady
sengket? untuk diselesaikan terlebih dahulu melyjy;
poin ‘fc sa;:ld at gampong atau mukim.
ddanihak waiib menghormati penyelenggaraan
gt P 1dat Gampong dan Mukim.
jlan Adat Gampong atau Mukim dalam
ajannya dapat memberi putusan berdasarkan
n?’clesma hukum adat dan adat istiadat yang berlaky
ada nO;’1 aiiphh
dangan peradilan Adat Gampong dan Mukim
persid? " eh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untu
dihadﬂ"kec sali untuk kasus-kasus tertentu yang menuryt
e kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum
e Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat
f Jan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada
fmaldhn ymum atau peradilan lainnya.
q,:a; perad ilan adat gamping dan mukim dibuag
:ecam tertulis, ditdndd’d"ﬁ"" oleh ketua dan anggota
;micli-" serta kedua belah pihak yang bersengketa dan
tembusanny@ disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta
MAA Kecamatan.
) Penyelenggaraan Peradilan Adat .Ga'mpmg dan Mukim
alam memberikan keputusan, tapi dilarang menjatuhkan
anksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan
sir kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian h
bentuk-bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai
islami. |
Perkara yang diselesaikan ditingkat mukim adalah
perkara yang tidak selesar ditingkat gampong.

b)

e
0 5K d
d) eradila”
di daerd

¢)
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i

j)  Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupatey / =

membina dan mengawasi pelaksanaan peradumko" ‘
gampong dan mukim di Aceh, My
Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh "’"Mny ‘
berkewajiban memberi bimbingan, Pembin, 4
pengembangan dan pengawasan materi Hukum Adyy d"; :
Administrasi Peradilan adat sesuai dengan tatangy,
asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada ma'y“’ﬂql ]
setempat.
) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupatm/
dapat membantu pembiayaan administrasi ypy
penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Muk!m‘
Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim dap taty
cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoms,
pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dan Peraty
Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pgd(,mm
Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong,

k)

Di samping itu, pada tahun 2010 juga sudah ada mpﬂhhn
bersama antar lembaga untuk memperkuat sistem peradilan ady;
di Aceh, yaitu Kesepakatan bersama tentang Penitipan Peran
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam tuhy
peut gampong/sarak opat/majelis duduk setikar kampong atay
nama lain, yaitu antara Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Aceh day, |
Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DM. ,
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ketua Majelis

Adat Aceh (MAA), Rektor IAIN Ar-Raniri, Presidium Balai Syura '
Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh.

Melalui surat keputusan bersama tersebut memmjukkjﬁr_,
mekanisme bahwa proses penyelesaian sengketa di Aceh yang
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duly, menjadi semakin diakil eks

& hukurn, yang lebih penting adalah

enyelesaian sengketa dalam masyaraka,
dak menimbulkan berbagai halangan dan ww

Hda Jnan sengketa dalam masyarakat antara penegal

engAn jokoh-tokoh adat.

 dengan kepentingan hukum secara nasiona),

] 2015 telah dikeluarkan I’ﬁj’ﬂwmn Kepala Kepolisian Negars
mhuﬂb”’k [ndonesia Nomor 3 Tahun 2015 'ﬁ'ﬂwﬂg PWA
hep? jat (F’ulm:m)- Pasal 9 huruf (o) Perkap tarsébut kan
MASYam, i dilaksanakan dengan model pendayagunass

W [”a,i.ﬂ (tradisional dan modern). Selanjutnya Pasal 19

ranatd w‘bahwa penitipan eksistensi FEKPM atau sebutan latnnys

din)’“mkﬁn]mml,, adat antara lain: Tuha Peut (Aceh), Dalihan Na
ke dal‘;f:‘ wfk),Tu"ﬂk“ Tigo Sajarangan (Sumatera Barat), M‘bu‘
Tolu ((I' ampung), Masyarakat Pakraman (Bali), Mapalus (Sulawes
ZL::) ;aniri Negeri (Maluku) dan Tua-tua Adat (Papuaj,

Gelain pihak kepolisian, Mahkamah Agung juga sudah

mengeluarkan beberapa peraturan yang mengakui hasil mediasi

a5 dilakukan oleh mediator, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
g telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak
yang bersengketa, yang terbaru adalah Perma Nomor 1 Tahun
2016 tentang pProsedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam Pasal 3¢
dirumuskan bahwa:

a) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator
bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di
luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat
mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan
yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian
dengan cara mengajukan gugatan.

galan ejak
prﬂt pgnegﬂ

ala

a

yan
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b) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayy, A :
harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaiap day
dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubyg, -
hukum Para Pihak dengan objek sengkeia,

¢) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hm,%
akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadj
Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dc"Sﬂl\
ketentuan Pasal 27 ayat (2).

d) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatk
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pady
ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkary
dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 1
(empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkap,

e) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pady
ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada haxy
yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian,

Selain beberapa regulasi dan SKB yang telah disebutkan di

atas, semangat untuk menghidupkan kembali lembaga adat sebagyj
struktur kelembagaan lokal dalam penyelesaian sengketa juga
diikuti oleh beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh,
Salah satunya yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hukum adat Gayo Pasal 8, disebutkan bahwa
fungsi sarak opat sebagai lembaga adat adalah: |

a) Sarak Opat berperan aktif mencegah perbuatan Smmn&
(sumbang).

b) Sarak Opat dapat menindak perbuatan sumang. ;

¢) Sarak Opatmelaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan-
kebiasaan dan sanksi adat. )

d) Sarak Opat menyelesaikan kemalun adet empat perkara,
madu opat. e

82 Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat . . Y :

g Opat menyelesaikan yang menyalahi adat empq
Gard

¢) 'fbuuwn.

1airm}’" yang dllakukan di Hngkat kabum mhh
Upay® ™ qan penulisan berbagal adat dan hukum ady
kan kani:i‘ ktikkan oleh masyarakat. Migalnyaga%
a elalui Majelis Adat Aceh (MAA) Nagan Raya pada

a :)"16 +kan menerbitkan buku dengan judul Ada day,
tahun 2““ Kabupaten Nagan Raya, dari draf yang diberikan
‘ da neliti terdapat beberapa bab yang membahas secar,
kepadd tim , pcnyCl‘-’-“aian sengketa, seperti hukum adat Nagan
usuS tcn':l‘j;aian sengketa menurut hukum adat Nagan Raya,

Rayds il perkara menurut hukum adat Nagan Raya, dan sarniksi
ye
Pc‘l'larn hukurm ndat .
da cedanghan di tingkat komunitas gampong, dari hasj]
4

jitian juga terdapat beberapa .gampong yang telah membuat
enell Jat secara tertulis, sebagai salah cara untuk menjadikan
aturan adat ersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakag
aturan @ Di Kabupaten Aceh Besar telah membuat peraturan
gamio(;‘ii'e lakukan dimasyarakat, seperti yang ada di Gampong
;Txtr:lg Manyang telah membuat Qantn Gampong Kling Manyang
CecamatanSuka Makmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor: 1/ KLM/ TAHUN 2008 Tentang Adat
iadat Gampong Kling Manyang Dan Amran-AturanIAinYang
perlaku Di Masyarakat Gampong Kling Manyang. BAB Il Pasal 3
ayat (1) Tentang Pertikaian/Sengketa, antara it

a) Pemukulan atau ancaman berencana dengan

menggunakan senjata tajam atau benda tumpul lainnya
yang melukai atau tidak melukai orang lain, dikenakan
sanksi.
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dengan cara dijay.
mﬂ Gwpong -n.; h
nl::h dan dihadiri oleh semua perangyy,
* Ty
dan MY:“; gancam tidak mau didama% 8
Apabila ® claporkan i pengancam ¢ |

¢)
Gampong berhak 5

a‘pabila solusi damai dilakg.,.
g semua biaya makan minupm,

s mem
!eﬂ“ﬁ&: aﬁﬁ;ﬂmm dengan hukum melalui melg
a:::t{x:ag adat, yaitu Gampong Neuheun. Kecamatan
l};aya, Gampong Lam Ujong Kecamatan Baltu:a]am, 2
Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya, Gampfmg eunasah'r

Gampong Lambirah Kecamatan

matan Ingin Jaya,
:[::amur dan Gampong Neusok Kecamatan Darul Kama],

Menurut anggota Tuha Peut Gampong Neusok, Burhany,
mengatakan bahwa dengan muncul perubahan .503131 :
masyarakat, terutama di wilayah perkotaan sepert.l Banda A
dan sebagian Aceh Besar, kebutuhan terhadap kodifikasi hyky,
adatini menjadi sangat penting. Karena warga gampong se
ini tidak seluruh merupakan warga yang turun-temurun ws
gampong asli, tetapi sebagian besar juga telah banyak penda
yang berdomisili di gampong. Sehingga, aturan adat yang
telah dipahami oleh warga setempat, sekarang telah mulai .
akibat tidak adanya pemahaman dari warga pendatang, Bahkan, |

84  poumar Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam

12 dijelaskan mereka mentayREagSptatinta aturan teryyy .‘
vondisi yang, demikian, upaya pembuatan bebergp,
gampong yang disebut dengan mPﬂh e et
o dan pengembangan agar lebih memudahkap Ketik,
hatl an kep ada masyarakat. Aturan-aturan inj perlu
padengﬂ“ melibatkan partisipasi masyarakat yang lebip,
mmdapathmdaﬁmmYmdm%
dalam proses implementasi di gampong.

disam
dibahas
sehing6?
memu

43 Burhanuddin, Anggota Tuha Peut Gmpmgmmm ;
Kamal Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 20 November 2016.
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. BAB TUJUH
CATATAN LAPANGAN:
STRATEG!I MEMPERTAHANKAN
EKSISTENSI PERADILAN ADAT
GAMPONG

A Pak Keuchik Berseragam Hakim

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan
lokal masyarakat Aceh yang masih tetap dipraktikkan.
wlhupm-. berbagai tantangan yang dihadapi, kearifan ini masih
Sampai sekarang. Tidak dapat dipungkiri, proses
Penyelesajan sengketa sangat ditentukan oleh para aktor yang
. Khususnya keuchik sebagai pemimpin di tingkat gampong

Yang Memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administras
manalernen pPemerintah gampong, tetapi juga berperan untuk'
—aga l('.’!lertiban, kedamaian dan mewujudkan harmonisasi
::::‘lkemdupan masyarakat. Dalam aspek ini, selain keteladanan,
" ilkan juga kreativitas untuk mengembangkan proses
yeleman sengketa menjadi lebih berwibawa dan disegani oleh

m")’"nknt.

Mm:;mpaknyﬂ, inilah yang menjadi pemahaman dz'isar Asnawl
(62 tah““)f yang saat ini menjabat sebagai Keuchik Gampong

dapy "8 Payong Kecamatan Peulimbang, terletak sebelah barat
*taBireuen sebagai ibukota kabupaten, dengan jarak 20 K,

ke na Memerlukan waktu tempuh selama 30 menit untuk sampal
'lh. PONg tersebut. Keuchik Asnawi, begitu beliau biasanya
i Sleh warga, juga menjabat sebagai salah satu wakil ketua

A
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* Forum Keuchik Provinsi Aceh, yang selam ini berperan penting,
dalam menyuarakan dan mengadvokasi kebutuhan gampong, bk
Kalau anda berkunjung ke garmpong iru, jargan teskejut ketka
menjumpai keuchik dan perangkatnya sedang memakai baju
toga, layaknya baju para hakim di pengadilan. Ini menandakan
vahwa keuchik dan perangkatnya sedang menyelesaikan sengketa
masyarakat, yang biasanya dilaksanakan pada siang hari, bukan
n'nla‘mh‘ﬂ’et‘usﬂiﬂﬁ“abiasarayad.ig:amponglain.

Lebih menarik lagi, kantor keuchik yang berukuran 18x8 o
selain diperuntukkan untuk ruang kerja keuchik dan aparatuf
£ampong, juga di’eﬁl‘lg sebagai ruang sidang yang dinamakan
Majelis Peradilan Adat Gampong (MPAG), sekilas hampir pers
sama ketika melihat ruang sidang di pengadilan umum. Adamé?
yang di atasnya telah tercantum posisi masing-masing Majelis -
tengah Ketua Majelis (Keuchik), samping kiri terdiri dari angs®™
majelis (Tuha Peut) dan Panitera (Kerani/Sekretaris), samPi"8
kanan anggota majelis (Imeum Meunasah/tokoh agama)- 4%
dinding di belakang majelis hakim terpampang dengan rapt
gambat burung garuda, foto presiden dan wakil presiden. ’dg
dasar hukum yang menjadi pertimbangan pembentuka® "“TAw'
Sedangkan dinding sebelah terdapat leaflet (spanduk) tertull
perkara yang bisa diselesaikan di gampong merujuk pada Q‘F:::
No. 9 tahun 2008 tentang Pernbinaan Kehidupan Adat da

wi

Pada saat wawancara, (Selasa, 6/10/16), Keuchik ':;“
merijelaskan bahwa ide ini sebenarnya sudah lama e
berbagal pengalaman yang dialami dalam penyelesaian ahut
masyatakat, pernah menjabat sebagai keuchik hampir 17 o
tetapi pada saat tersebut sulit diwujudkan karend Aceh qrakat
suarana . Hal inf terwisjud ketika ia dipilih oleh ™4

ace
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* Menurut Keuchik Asnawi, berdasarkan pengalaman
dalam mendamaikan masyarakat, sangat berbeda artara proses

 Proses penyelesaian sengketa di luar majelis. Model peradilan

Seperti ini dengan sendirinya akan berlangsung secara disiplin,
berwibawa, tidak main-main, bahkan majelis hakim merasa
tethormat dalam pandangan para pihak, di samping kavera
Mendengarkan, tanpa keributan, adanya diberikan kesempatan
¥ang sama untuk menyampaikan permasalahan yang diladapi.
Serta semua keputusannva dibuat secara fertulis. Dengan mode]
Yng ditetapkan oleh maelis peradilan adat gamponyg, dan sangac

hmkmummmkmmg&ﬁ' dalom masvaraiat
S dengan hukum adat, sekaligns model sepert ini sl

h‘ Dengan model peracilan sepers: it sudal barvak

mmw&mmm

"""‘-Hmmmmmu N3
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ol dapat diselesaikan
s torsebut dapa ““"‘""dﬂ'mm
“mymmhmsmmmmﬁr:

" dilaksanakan di ruang sidang, tidak lagi ke Kaly
Meunasah kasus yang rahasia tidak mungkin dj g
tertutup karena akan diketahui oleh warga. Tetapi kajyy g; Secary
ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kamg Majeljg
prinsip, kalau kasus itu menyangkut kerahasiaan m"::ﬂllu
para pihak, biasanya kasus rumah tangga, maka akan g; b‘&i
secara tertutup, tidak boleh ada warga yang m."aksihn
pihak yang berkepentingan yang dihadirkan dalam perc:

Tetapi sebaliknya, untuk kasus-kasus yang tidak meny In:::
kerahasiaan dan aib para pihak, sidang dibuka Utk t
dan boleh disaksikan oleh warga. Ini sekaligus untuk Um
pembelajaran bagi masyarakat gampong. Menjad
Selain ity, dengan suara yang khas dan bem}'ﬂbat, Keuqﬁ
Asnawi juga menceritakan dampak dari pelaksanaan Peradily,
selama ini bagi masyarakat. “Selama 2 tahun ini, angka
di gampong kami nol persen, ini berbeda dengan beberg
tahun sebelumnya di mana ada beberapa kasus Perceraian y Pa
terjadi”, wjarnya. Di sisi lain, juga berdampak kepada ang

berkurang kasus persengketaan yang terjadi dalam h:.‘

Sering ungkapan yang muncul dari masyarakat “kg mepake ju, 8:

peu eik bak meja hijo intek” (bertikal terus, nanti akan dis; dAng di

meja hijau). Menurutnya, sistem peradilan yang dmw st

peradilan umum dapat memberi efek jera dan rasa maly, sehi
masyarakat sangat menghindari untuk di sidangkan pada _85 '
adat gampong. ilan

Keuchik Asnawi lebih lanjut menceritakan bahwa walaupun
sudah ada peradilan adat, kewenangan penyelesaian

atau kasus untuk tahap pertama tetap dimediasi oleh mas

masing kepala dusun. Jadi kasus yang diselesaikan dj Peradilan

Adat Gampong merupakan kasus vang tidak dapat diselesaj

di tingkat dusun. Sejak dibentuk pada awal tahun 2015, setidal s
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hmenansﬂ“m‘“"“mmd&mmsm

W 2016, sudah ada dua kasus yang masuk dal;

S :

i, PR pihakymsbﬂpchnnmmmpmm
dip“‘“’m oleh Majelis persidangan.

Gelain persoalan tersebut, pada setiap persidangan juga
mensundang pihak kepolisian Kecamatan Mimhng yang
piasanya dihadiri oleh Bhabinkamtibmas. Menurut Keuchik
Asnawi, ini dilakukan agar koordinasj dengan pihak kepolisia,
dapat berlangsung dengan baik, sehingga kasus yang telah
disflesmka“ melalui MAPG mendapat dllhlngan l
dari aparat penegak hukum. Ini menjadi bagian dari upaya \mh};:
mcnumm.\lkan hasil keputusan yang telah dltﬂlpknn,
ridak ada lagi kekhawatiran kalau kasys yang telah diputuskan
Jkan di bawa lagi ke aparat penegak hukum, Khususnya kepolisia
pi samping itw, juga berfungsi untuk mengamankan proses
persidﬂng"“' terutama sekali kasus-kasus yang dﬂdmﬁaﬂrhn
terjadi keributan antara para pihak.

Kepiawaian Keuchik Asnawi juga terlihat dari proses
pelaksanaan sidang, penentuan anggota majelis hakim disesuatkan
dengan kasus. Kalau kasus mmmwm
biasa imeum meunasah sesuai dengan pengetahuan yang
dimiliki. Tetapi kalau mmmmmw
anggota majelis hakim tokoh masynnht pmmmmﬁ“ﬁ
pengetahuan dalam masalah kewarisan. Dengan cara seperti ini,
kepercayaan terhadap MPAG semakin besar dari masyarakat,
karena masyarakat merasa puas dan mereka yakin terwujudnya

keadilan dalam setiap putusan,
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Pelaksanaan persidangan meliputi; “aakan dul!n

Selama inj, kelemahan yang masih g;

. Pertama, pada tahap pencatatan dan pendo
:‘::11 persidangan yang belum tersusun Secara baik_ day

gkah perbaikan sedang diupayakan dengan Taplhnshh'
Sekreiam Gampong (panitera) dalam mem:u mmpﬂkm
Persidangan secara lebih baik dan sesuai dengg:l I.’Erlta Sy
hukum, Pendokumentasian inj menjadi penn:maﬂ"hi
mempunyai kekuatan dan dapat menjadi ry b tebih
dalam proses memutuskan perkara-perkara Yang serup,, i

sw dan tanpa pamrih. Dalam konteks ke demllmh bersify
dipikirkan upaya penguatan dan pemberian jerih g iuga
setiap kasus yang diselesaikan oleh MPAG, " adap
Menariknya, Keuchik Asnawi bersama aparatur
melihat adanya peluang untuk mengatasi ke]emanKHmPons
n'felalui pemanfaatan anggaran gampong. Pada tahutr':ﬂ:ﬂ’m
direncanakan pen guatan MPAG dan sosialisasj e t917,
penyelesaian sengketa dimasukkan dalam Anggaran Pendan "
dan Belanja Gampong (APBG). Keuchik Asnawi mengharapak:n
agar ini dapat disetujui oleh pemerintah daerah, sehhl:
penguatan kapasitas dan pengetahuan aparatur gampong dalsga
aspek penyelesaian sengketa akan lebih maksimal, “[nj ha:::
mendapat respons yang positif dari pemerintah daerah, karena
dengan anggaran yang besar, pembangunan gampong ke depan
harus mampu sesuai dengan kebutuhan riil yang ada dj
bukan hanya membangun infrastruktur fisik semata, karena yan,
lebih penting adalah meningkatkan kapasitas aparatur gampox\:
dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan program-program
berbasis kearifan lokal” demikian ujar Keuchik Asnawi,
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grategi YaN5 ;’)i‘é‘“b‘“ﬁ:‘ oleh Keuchik Asnawj melalyj
mbcntukﬂ" MPAG, memberikan dampak yang sangat
pe'k yntuk terwujudnya keadilan dan keharmonisan dalam
b ; gk L

rakat suafegl seperti ini menunjukkan upaya kreatif dar;

iﬂ 5 unmkdmmban@mdmdimpmdﬁmmm

jainnya di AGEE

g. Tanjong Menuju Gampong Percontohan Peradilan

Adat

Gampong Tanjong Kecan-mlanlngin]ay. Kabupaten Aceh Besar
herdasarkan Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/326 /
v1/2016 resmi menjadi Gampong Percontohan Peradilan Adat di
Aceh. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa atas keberhasilan
yang dicapai oleh gampong tersebut dalam mendokumentasikan
segala bentuk surat-surat yang dibutuhkan dalam menangani
perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat. Penunjukan
gampong percontohan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki
karakteristik tertentu yang harus dipenuhi, tidak dilakukan secara
serta merta. Sebelum ditetapkan sebagai gampong binaan, MAA
menurunkan tim ke lapangan untuk menyeleksi dan menilai enam
gampong yang benar-benar layak dalam di Mukim Pagar Air
Kecamatan Ingin Jaya.
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wmdimw W""""‘H“*h’-ﬁ
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muwmk-nqn-',m_.'
gsamnaicen M. Nt kepada tim peneliti pada saat wawancara
mmmhwﬁwm
ndak periu memilirian masalsh pagar. Biasanys sehelum turan
ke sewah Mhmm‘#,“
memilik: bmatang ternak supaye tidak melepaskannya dalum
anghe waktn tertente. Tumannye adalah uniuk mengantisipasi
cepat mengakdbatkan kerugian para petani. Bagi peternak vang
naal mengmdahkan mstraksi tersebut akan dikenakan sanksi
mesicpon aturen tersebut Hdak tertubis dalam bentuk rensam
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oo I Vit nvengalan kerugian dagi Bttt b

Mematong Rambiing atan lemba foimpat u._‘”‘.%
Yang

bbby wgibs hibserthan hepasta yaig Y Kasy
It berlaky sainpal seharang, Alhlfmnh‘::unm %ﬁ:
Pemah terfadi, harona masyarakat et dagy mz‘“’hﬂg
Seatal dengan arahan® Bila tidak menfalankanyg
fedak langsung (s akan menanggung dart segala ko hmhg
irinya, Peternak kambing terebut tidak dapat m’hlm b'li

tindakan yang diambil alel petant, kareng te la
sebelum kejactian (tu terjadi, o dlinh%
Disamping memikirkan persoalan Yang feradi gy
Keuchik M. Nur beserta aparatur BAMPOng lainny,
Merancang ruangan khusus yang slimncanl “hﬂlll':n:'m
pelaksanaan peradilan adat, serta akan dilenghapi de pat
dan prasarana yang dibutuhkan, seperti baju toga, paly
meja untuk beraidang, format surat-surat vang berkaitag de
perkara dan lain-lain, Figan
Lebih fauh Akmal sebagal sekretaris gampong ikt
bahwa untuk saat ini gedungnya hampir rampuﬁ&- lantaj
pertama digunakan untuk pengajlan anak-anak, Bementars Japyj
dua masih ada ruangan yang kosong yang akan dimanfaag
untuk penyelesalan perkara masyarakat, Kalau dilihag lebih fauh,
capaian yang diperoleh selama ind tidak terlepas darj partisipasi
masyarakat dalam mendukung Program-program aparatur
gampong, Partisipast ini terwujudnya karena adanya lwmym
masyarakat kepada aparatur Bampong yang dapat mereka
dari komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi warganya,
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Atas dasar tersebut, Pusat Kajian Pend 4

ikan
(PKPM) bekerja sama dengan Restoratis Justice :vm M"W
(RIWG) atas dukungan UNICEF selams Petiode :

2016 telah melakukan serangkaian keglatan ungyy i dan

aparatur gampong di Kabupaten Aceh Begar untik %
persoalan ABH melalui mekanisme aday Dahmw
kegiatan ini keterlibatan tim ahli dari Majelia Ay :":0-..,
Provinsi Aceh merupakan aspek yang juga MAA)

Kegiatan ini disambut positif pada b'b“"l’l
dampingan, saat ini 6 gampong dampingan telah mermilil; gy, 5

gampmgahummmymgmnkhmnmm
pencegahan dan penanganan terhadap ABH. Ke enam i
tersebut berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, yaity:

Gampong tersebut adalah sebagai berikut:

1L GampngesaBmehBlangKmammh

2 GampmgMcunasahTuumgKmmh,‘_

8 Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalamn

4 GammlemmKummIMd&n

5. Gamponghmbhnhl(ammahn&lhlhkmm

6. Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamar.

Proses penyusunan reusam ini tidak berorientasi
pada hasil akhir, hetapidihh:kmmdlhﬁb:::.h“

 buisoen Salnan Wi, mpper o TRy Juye Silack
s ;Wm pr— M:mu ‘ .
::,: Lm hialaarst that) woia. -
sy pacta babay berikon, melakadean Po—
! ”m"mmm“mmw
giiskssrsan i tressanah) dan sedibetyan Werge masyarsker
gebenarnys dspat dikatskan babwa proses peoyusunay,
?m.,}mm!’ dan perwhipian Wrhadap isi neuserm vlek Aparat
GATPOT dan mavysrakest mesiadi bl yeng matisk untg
njuilian semsin yang dapst

olen Keuchik dan Tuhs Peut di
dengan “ush belangomy”. Semoga gampong gamgpong ini ke depan
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BAB DELAPAN
PENUTUP

Tradisi penyelesaian sengketa atau konflik melalyi mediasi
nerupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung lama dan
diprﬂk'-i”‘““ secara turun-temurun dalam masyarakat Aceh, proses
Pcnyelcsaian sengketa blasanya dilaksanakan melalui peradilan
sdat, Sistem peradilan ini terdapat dalam berbagai lembaga
adat yang berkembang dalam struktur lokal masyarakat, yang
menggunakan hukum adat sebagai hukum materiil dalam proses
pelaksanaan mediasi. Nilai-nilai dan norma yang terkandung
dalam hukum adat dipahami sangat spesifik oleh masyarakat
Aceh. Dalam ungkapan Hadih Madja disebutkan “fukom agen adal
lngee zat ngon sifeut”, artinya hukum dan adat seperti Zat dan Gifat
Allah (tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya),
Hukum adat yang berkembang di Aceh bersumber dari ajaran
slam dan kaidah sosial kebiasaan masyarakat Aceh yang tidak
bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang mengandung

dua aspek sekaligus, yaitu aspek hubungan dengan Allah dan
hubungan dengan manusia.

Atas dasar konsep tersebut, tidak mengherankan kalau
tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh masih
tetap bertahan sampai sekarang ini. Bahkan ketika kebijakan era
pemerintahan Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa yang menyamaratakan struktur pemerintahan
lokal di Indonesia, dan menghilangkan fungsi-fungsi lembaga adat
yang telah hidup dalam masyarakat, tradisi penyelesaian sengketa
sehagai salah satu fungsi lembaga adat masih tetap bertahan dan
menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau
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konflik. Keberadaan tokoh-tokoh adat sebagai mEdiatormempakan
salah satu kunci lainnya tradisi ini masih tetap menjyq; Pilhgy
masyarakat.
Kesadaran akan pentingnya peradilan adat dalapy,

sengketa telah teruji keberhasilannya di mata masyarajcy, sebagy;
salah satu bentuk alternatif untuk mendapatkan keadilan, g
masyarakat Aceh, ada prinsip yang dikembaﬂgkan bahWa
suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat Pantang Untyy
di selesaikan terlebih dahulu melalui lembaga Peradilan forma]
sebelum diselesaikan di tingkat gampong atau mukim, “Dan fﬂng
peudeng meulinteng sarong, pantang hukom ba bak meja” artiny,
pantangan pedang dimasukkan ke dal.am Sarungnya Secary
terbalik, pantangan hukum dibawa ke meja”. Hal ini juga tepgy
dari ketersediannya masyarakat untuk menyelesaikap kasug yang
terjadi melalui peradilan adat mencapai 95 persen, Sedangkan
tingkat kepuasan masyarakat dari proses penyelesaian sengkety
mencapai 27 persen sangat memuaskan, 56 persen memuaskap,
hanya 16 persen yang mengatakan tidak memuaskan, sedangkan
sisanya 1 persen mengatakan sangat tidak memuaskan,

Hal ini dapat dipahami karena penyelesaian sengketa melalyj
mediasi mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan
penyelesaian sengketa di peradilan umum. Keunggulan peradilan
adat tergambar dari beberapa aspek berikut seperti; mudah
diakses, proses penyelesaian sengketa cepat, murah bahkan tidak
mengeluarkan biaya, tidak ada pihak yang kalah dan Menang,
putusan biasanya lebih merekatkan hubungan kekeluargaa_n, dapat
menghilangkan dendam antara para pihak yang bersengketa, dan
proses penyelesaiannya mengacu pada hukum adat sebagai hukum
yang hidup dalam masyarakat dan sesuaj dengan prinsip dan nilaj-
nilai agama,
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Aspek lain yang ‘-fﬂ"ga‘ penting bahwa tujuan akhir yang ingjn
dic apai adalah terwu)udr?ya keadilan bagi para pihak atas prinsip
sy awarah untuk ter.cth.anya harmonisasi dalam kehidupan
masya’ak" t. Tujuan .akhu' uu dapat tercapai karena pada dasarny,

yelesaian melaluf peradilan adat menganut 2sas-asas yang ahir
Jari kearifan yang l‘udup dalam masyarakat. Sebagm tatanan nilaj
yang memiliki peringkat tinggi, asag merupakan fondasj dasar

esetaraan di depan hukum, kekeluargaan, keadilan, keberagaman
hukum, ikhlas dan sukarela, kompromj dan terbuka untuk umyp,

Gaat ini, kewenangan peradilan adat dapat menyelesaikan
perbagai kasus tindak pidana ringan yang telah disebutkan dalam
pasal 13 Qanun No. 9 Tahun 2008 hentangl(ehidupan Adatdan Adat
stiadat, yang kemudian disebutkan Sangat rinci dalam Peraturan
Gubernur (Pergub) Nomor 60 tahyn 2013 tentang Pelaksanaan
Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, yang berjumlah
18 kasus. Dalam kajian ini ditemukag sengketa/konflik yang
sering terjadi dalam masyarakat adalah perten i
pertengkaran dengan tetangga, kecelakaan laly lintas dan batas
tanah antar warga,

Proses mediasi terhadap berbagai kasus tersebut, biasanya
dilakukan secara bertahap, dalam ha] ini, peran keuchik, tuha
peut dan imeum meunasah di tingkatgampongdanperaninmm
mukim di tingkat mukim, menjadi tokoh sentral dan sangat
menentukan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, baik
kasus pidana maupun perdata. Namun demikian, peran tokoh
lainnya yang sudah mempunyai pengalaman dalam penyelesaian
sengketa juga menjadi sangat penting. Tokoh ini sering disebut
dengan ureung tuha (orang yang dituakan).
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Hlasi clata lapangan menurjukkan bahwa tahapan pen
sengketa dalam masyarakat yaitu perfanta, tingkat dusyn yang
diselesaikan oleh kepala dusun (ulee jurong). Kedia, peeadilan agy,
gampong. ketiga, peradilan adat mukim yang merupakan Upays
terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak, Jika juga tidak
selesal maka dapat diajukan ke pecadilan formal. Tetapl blasany,
banyak kasus yang langaung selesal di tingkat gampong, Hal iy
karena Keuchik sering juga melibatkan imeum mukim dari gy
ketika sengketa yang diselesakan masuk dalam kategori bergt

Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah
yang melibatkan para pihak. proses mediasi df luar peradilan aday
(sebelum dipertemukan para pihak dalam satu majelis), merupakan
penentu sebuah keberhasilan proses penyelesalan sengkets,
Keuchik, tuha peut, atau tokoh lainnya sering kali menggali
informasi dari para pthak, baik menjumpai secara lllwung para
pihak, atau melalui keluarga mereka, sehingga mereka sudah
mengetahul dengan baik persoalan yang terjadi dan keinginan
masing-masing para pihak. Sehingga ketika diselesaikan melalyi
peradilan adat yang blasanya dilaksanakan di meunasah, akan
lebih cepat dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

Keputusan atau sanksi yang ditetapkan melalui peradilan
adat sangat beragam, sesuai dengan konteks kearifan lokal yang
hidup dalam masyarakat tersebut. Ditemukan bahwa
sanksi sangat bervariasi menurut kejadian dan kesepakatan, ia
tidak baku sebagaimana hukum negara/hukum formal, bahkan
kadang berbeda antara satu gampong dengan gampong lainnya
walaupun berada dalam satu mukim Perbedaan ini karena hukum
adat dalam penetapan sanksi ndakmmmmm
yang past, tetapi sangat fleksibel sewuai dengan hasil kesepakatan
persetujuan para pihak. ini berdasarkan Pl‘fﬁmblngln bahwa
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Jesalan kasus socara adat bertujuan sebagai
LY
I ona posisl lembaga adat bukan seperti lembaga forma)
. dapat memberikan hukuman tertenty, seperti melaky|
’ kapan, atau hukuman penjara.

g.;.'u-lah para PM menerima sanksi yang telah ‘
gemudian tahap selanjutnya untuk kasus seperti kasus hlm" v
M‘“mm\ upaya pemuliban nama baik dan kel ol
d._m\]ulb\n dengan acara perdamalan di meunasah pada wakty
ang telah ditentukan yang bertujuan untuk
gepada masyarakat bahwa mereka telah berdamal Anholls
tebih persifat seremonial yang dimulai dengan el
pasihat dari tokoh agama, peumat jaroe M’ ~Iu
whmdn). dan diakhiri dengan do’a. Pada acara
ini juga biasanya ada khandur} (makan mﬂ' .“,. o
isediakan oleh pihak pelaku sebagai sanksi yang telah _

Ke depan, bagi penyelenggara peradilan aday, '
putusan adat dibuat secara tertulis, karena mm‘ m'"
akan menambahkan bobot putusan itu sendiri Di o
pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebil m‘ l‘
Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disg i Kepoda
yang bersangkutan, MMQ‘MM Halini,
pertufuan agar supaya mereka Mwmm
telah diselesaikan di tingkat peradilan gampong dan mereka tids
pertu memeriksa kembali, kecuali dalam L
memany, bukan merupakan kewenangan gampong, ika perkara
ini di kemudian hari akan dimintakan banding.

Dari tahapan, proses, dan mekanisme mediasi penyelesaian
sengketa memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki
kearitan vang luar biasa sebagai media untuk menjalin kembali
silaturahmi dan me g ,';
atau konflik Acehmm‘ 4 ,
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sayam, suloh dan peumal jarce. Namun, setiap proses
perkara hukum adat di Aceh mempunyai pola me} ) !h.‘:

tingkat Gampong terkait penyelesaian perkara hukum agyy din
sangat tergantung atas kesepakatan dari hasil musyawarah geng,

Karena memiliki manfaat yang sangat besar bagj Masyarakay
untuk terwujudnya keadilan, pemerintah telah mengaky; eksisteng;
lembaga adat melalui berbagai regulasi yang telah disahian, Upaya
penguatan kembali lembaga adat telah mulai dilaksanakap sefak
Acehditetapkan sebogai daerah otoromi khusus melalu UU Nogney
44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Daerah istimewa Aceh. Kemudian lahirnya UU No. 11 tahun 2006
tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang membuka peluang Jebj,
lebar untuk pengembangan lembaga adat. Di samping itu, tefaj,
disahkan sejumlah Qanun (peraturan daerah), seperti: Qanun No.
4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003
tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun st']‘mhns
Kehidupan Adat dan adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008
tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun
2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan
Adat Istiadat, Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran
Keujruen Blang dalam Sistem Irigasi di Aceh; Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama
Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor
189/677/2011 / No. 054/MAA/XI1/ 2011/ No. : B/121/1/2012
tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim
di Aceh atau nama lain.

Beberapa peraturan tersebut di atas, merupakan upaya
bersama untuk memperkuat eksistensi dan posisi lembaga adat
dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai
sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan juga melalui
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gKB telah kesepahaman dengyn aparat
i penegak hukum
memberikan kesempatan terlepj, dahulu kepada lembaga :ft

yntuk menyelesaikan sengkety sebelum ditan, ;
Namun demikian, walay
Pun sudah
melalui beberapa regulasi tersebyg, gyja.. :m diakui eksistensinyg
lembaga adat belum berjalan secar Yataannya keberadaan
al sehingga peran dan

peran dalam proses penyelesaian ”ngkedt:nsan baik, termasuk

ran lembaga adat untuk 3
migyarakat Aceh, di antaranYaTml::k;in b‘:::lketa Sl
Pertama, perhatian dan kebijakan o t |
Hal ini dapat dilihat dari keberadaan M"ielislAdat A‘:;
yang berwenang untuk memperkuat keberadaan adat -0'.{“‘)
dalam kehidupan masyarakat, termasuk g e muad?t
peradilan adat, belum sepenuhnya mendapat dukungannETnperkuat
daripemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupamm
sehingga banyak program-program yang tidak dapat dilaksanakan,
Kedua, koordinasi antara aparat penegak hukum i

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada satu sisi proses SN

koordinasi penyelesaian kasus dengan aparat kepolisian telah ,
berjalan dengan baik. Tetapi, pada sisi lain, banyak cerita m ; e

menggambarkan bagaimana proses koordinasi menjadi satg 2

tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan prosesmediasidi

komunitas masyarakat. Masih ditemukan ada tarik-menarik antara
aparat penegak hukum, dengan aparatur gampong mengem'if‘?’ . ‘_!_r“i-
kewenangan dalam penyelesaian sengketa atau konflik. Shek 1188
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wasus vang pada umumnye terjadi doleny musyaraliat. Kapeng
sigsanya dalam penanganan kasus terdapat kemdaly diim
cnghat gampong ataw di tingkat mukim lebil benyak kaum i
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ditangani secara khusus dan berorientasi pada kepeny
terbaik bagi anak, dengan memastikan hak-hak angj da
secara baik. Pada kenyataannya, kasus yang menyangis a
perempuan dan anak, diselesaikan sama atau tigyk jauh bt'rb:dm
dengan kasus lainnya yang dihadapi oleh orang dewagy, meskipg a
berbagai pihak terus berupaya meminimalisir kongjg; 'mebu?
Beberapa kasus yang terjadi pada anak sebagaj korban, Pe]nku'
atau saksi tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian, dan bia Banya’
hanya melibatkan orang tua atau keluarga dari anak tersebyy,

Ketujuh, belum adanya mekanisme transfer pengefﬂhmm
lokal kepada generasi baru. Tantangan lainnya yang dihadupj
adalah lemahnya pengetahuan generasi muda Aceh tentang,
nilai-nilai lokal, salah satunya mengenai penyelesaian sengkety
dalam masyarakat melalui mekanisme adat. Hal inj dipengaryh;
oleh kondisi kehidupan generasi muda sekarang inj yang pada
umumnya kurang peduli terhadap pengetahuan lokaj
sebenarnya sebagai ciri khas dan jati diri suatu bangsa,

Yan
pat ;

yang

Aspek
lemahnya pengetahuan generasi muda karena selama inj, mode]

transfer pengetahuan tidak berjalan secara sistematis, terutama
sekali karena belum terakomidir dalam kurikulum pendidikan,
baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi,
Karenanya, ke depan perlu ada upaya serius mendorong sistem
transfer pengetahuan lokal, terhadap generasi muda, baik melalyj
jalur pendidikan formal maupun informal melaluj berbagaj
pendekatan yang dapat meningkatkan minat generasi muda untuk
belajar tentang pengetahuan lokal, khususnya tentang medias;
komunitas. Hal ini dapat diupayakan dengan menjadikan sebagai
kurikulum di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga
dapat melahirkan generasi baru yang sadar dan peka terhadap
nilai-nilai adat dalam masyarakat sebagai warisan positif dari
leluhur, sekaligus menjadi identitas suatu bangsa.
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perdasarkan betbagal kelghihap, Peluang day lanlang,
a0 dihadapi dalam proses medjay], masth ditemujay

tjvitas dalam masyarakat gampon

:;:d‘,gar kreativitas sendirf dar| w&d:l :P:':ln:!ld”‘hhu

aupun untuk mempertahankan ekslstens| pﬂwm

Krcntiviwn tersebut ditujukan ungyk mempertahankap I
radilan adat agar tetap dapat berjafap a1 Mk g

mcny""‘“"‘"" berbagal sengketa atay konfljk yang terjadi dl'lﬂ)

masy“mk"" Seperti pembuatan reusam

Eampong, mélakukgy,
ta cara peradilan adat sebagaimang layaknya peradi) s,
dan ada")’ﬂ kcgiatan pcndamplngm untuk i

sebagal model peradilan adat, Sejauh inj, strateg) terseby sangat
efektif dalam mempertahankan peradilan gt Aceh,
Terakhir sebagai penutup, dalam rangka '

peran mediasi komunitas untuk pmyelmhnlmskmamkaﬂk
sekaligus sebagal upaya perluasan dan peningkatan akses bagi
masyarakat dalam mencapal keadilan, beberapa usulan sebagai
perikut:

Pertarma, memperkuat kemampuan dan Kapasitas aparat
gampong, tokoh masyarakat dan perangkat mukim melalui
pelatihan-pelatihan untuk dapat menjadi mediator yang handal,
Penguatan mediator ini perlu memperhatikan keterlibatan dan
keterwakilan mediator kaum perempuan, sehingga kasus yang
spesifik seperti kasus anak dan perempuan dapat tertangzani lebih
baik dengan melibatkan mediator perempuan,

Kedua, memperluas dan memperbanyak gampong pilof project
atau gampong percontohan tentang peradilan adat, sehingga dapat
memudahkan proses replikasi dan pembelajaran untuk gampong:
gampang di sekitarnya. Hal ini sekaligus dengan memperkuat
manajemen pengelolaan gampong menjadi “gampong m‘““m
sehingga semua aspek pengelolaan gampong termas . e

pﬂmutlmmmwm‘m ;
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PORYeloaning surijghota dipal ditangan detifgun fyg)

Poily LT TR AFATANLE BT ORI ik "“’"lmﬂ::;,k Blaiy, iy,
Program prembinann kehidupan adat fs "
Sehptketa dalam alokasi pereficanaan dary PO gy, Y@lusnlan
PR Unaan dana desn/ gampong U ey

Hadat diy sty

Ketiga, perdu adanya penguatan dap P iy gy
Aluran gampong alau resanm yang berkaitan dengar 4
dan hiukinm adat, Kiuausnya reusaim ten|
atan konflik,

POt g,
dat fy
ang I”‘,,,y.,lngﬁlnn wm::z

Keempat, disarankan kepada Aparatur EAMPOng yn
mendokumentasikan semua persenpketau dan l'ﬁrwlln'l‘huk
vang tedadi di tingkat gampong dan mukim, Ha ini diang an
cukup penting sebagai tortib administrasl peraldangan porudﬁ:
adat, sekaligua sebagai legson learned bagi aparatur EAMpong ymn
lain. Bahkan tembusan penyelesalan kasus-kasus lersebut dﬂp:
disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, fepert Mukim,
Camat, dan pihak Polsek untuk menghindar terjadi ‘

Mpang
tindih penyelesaian senghketa dan konflik dalam masyarakat

Kelima, memperkuat kelembagaan mukim dan lembnsa
adat lainnya melalui kebijakan pemerintah yang mengakomodir
keberadaan mukim dan lembaga adat lainnya, sehingga dapat
berperan secara maksimal dalam penyelesaian sengketa yang
terjadi dalam masyarakat, Di samping itu, h-mbngn«lcmbngn adat
petiu dibuat regulasi secara khusus dalam sistern pemerintahan
Aceh dan perlu dikembangkan pada semua Icmbaga-lombaga
adat, yaitu panglima laot. pawang glee, harian peukan, peutua
seuneubok dan syahbandar. Agar lembaga adat ini dapat berperan
secara aktif dalam penyelesaian kasus-kasus masyarakat, sekaligus
untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat,
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faeniim, V”’U ldﬁuyp m '
gt 41 PV etbrngs gy oy 8 Vot oy
1 wettnin PINAK yarg terkat, 4 Py terting gy

atuit GATPOT, Inkitn, ik, mzﬂ'mh 4

o ‘
Jalatt angka nmkﬂmh Proses m%%

etufuh, pemerintah Proviray, p,
aberikan perhatian secars
(M/M) melalul; &), Mm% m%
W”ig}udm anggaran dan M’ ""'!Du‘. i
Atk vervrufudirya Pﬂ‘mmm‘ Prisarreg
::bar/!i salah satu Instrumen """W :

tuk memperkuat kapasitas MAA Pelatihag
:‘(:llilng teknik dan tata cara m&mm
program yang diafulan "’Pﬂamm =
dan dampaknya secara jelas, Hal fni Mmp Capsia
o OB OB g atan e o
d"’"“‘“j”dik‘mms"i"hh“‘"dw”w iy
berbagal persoalan kekinian mM e L"*
proses penyelesaian sengketa,

Kedelapan, pemerintah dan Kepolisian agar dapat
menindaklanjuti beberapa program yang telah dijalanka
sebelumnya untuk mewujudkan kemitraan antars masyarakat
dan polisi, seperti program PMWWW“
antara [OM, Pemerintah mem

Kesembilan, pemerintah dan pemangku kepentingan
lainnya perlu melakukan mmmmw Lkl
memperkuat generasi muda untuk memiliki tentan
khususnya terkait mediasi, melalui: a). Pah
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